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BABI
PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk biososial, oleh sebab itu
hidupnya tidak bisa terlepas dari kehidupan bersama manusia
yang lainnya. Maka dengan sendirinya manusia individu itu
memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama.Apapun
yang dilakukannya dapat mempengaruhi dan mempunyai
makna bagi masyarakat umumnya dan sebaliknya apapun yang
terjadi di masyarakat akan dapat mempengaruhi terhadap
perkembangan pribadi tiap individu yang ada didalamnya.

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta
arus globlisasi telah menimbulkan dampak negative berupa
dalam kehidupan
tuntutan

masalah baru dan gejolak social

bermasyarakat ditengah pesatnya kemajuan,
kehidupan yang semakin meningkat sehingga menuntut
seseorang untuk bekerja ekstra keras demi memenuhi
kebutuhan hidup yang semakin materialisme. Kemajuan ilmu,
teknologi dan arus globalisasi tidak diiringi dengan lapangan
pekerjaan yang cukup; sehingga melahirkan pengangguran

dimana-mana.




Dari sekian banyak isu social yang berskala nasional
akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman /
premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa
kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh

para preman.

Secara konkret tidak diketahui kapan perbuatan itu
dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu
dilakukan oleh yang bukan preman, sebab tidak diketahui apa
batasan tentang preman dan perbuatan apa yang dikatakan

perbuatan preman tersebut.

Dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah
mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan

dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang

sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. L

Apabila seseorang atau sekelompok orang yang
melakukan kejahatan maka ia akan disebut sebagai penjahat.

Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilah- L
' milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh

preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat

biasa ( bukan preman ).Namun dari pemberitaan media massa

dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah L

seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan

2

cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-
laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan
lainnya. ( Hamdan ; 1997 : 42 ).

Premanisme berasal dari bahasa Belanda yaitu
vrijman artinya orang bebas, merdeka dan isme adalah aliran
yaitu sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada
kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya
terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.( hitp:/
ulfahsoftskill.com/2012/03 ).

Pada zaman Belanda dahulu preman diartikan orang —
orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang,
dimana terhadap mereka yang berjuatan ke kebun-kebun tidak

dipungut biaya atau upeti. ( Ediwarman, 1995 :2)

Dalam kamus bahasa Indonesia preman diartikan
sebutan _S.vmam orang jahat ( Depdikbud, 1995: 787 ). Dilihat
dari asal katanya , kata preman berasal dari bahasa Inggeris,

yaitu: 3.%.:3:“ yang secara harfiyah diartikan orang bebas.

Dalam Black’s Law Dictionary , freeman diartikan
sebagai : “ 4 Person in the possession and enjoyment of all the
civil and political rights accorded to the people under a free
government” ( black , 1979 : 599 ). Jadi jika ditejemahkan

secara bebas preman itu adalah seseorang yang memiliki dan
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menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan
rakyat lainnya dalam satu pemerintahan yang berdaulat .
Dengan demikian terlihat bahwa pengertian yang diberikan
dari kata preman tersebut pada dasarnya adalah masih baik,
akan tetapi dalam perkembangannya preman ini Emwmmgm_nms
hak-hak yang dimilikinya tersebut tanpa memperdulikan dan
memperthatikan hak-hak orang lain serta peraturan atau hukum
yang berlaku. Maka timbullah konotasi yang negative terhadap

preman.

>

Preman juga sebenamya dibutuhkan oleh masyarakat
terutama dalam dunia bisnis, dimana preman dipakai sebagai
penagih hutang ( Debt Collector ). Premanisme tidak muncui
begitu saja. Secara alamiah berkembang di masyarakat dan
dalam banyak hal sangat erat berkaitan dengan persoalan relasi
kekuasaan, baik ditingkat masyarakat maupun antara Negara
dan masyarakat itu sendiri. Praktek premanisme tidak selalu
muncul diranah kepentingan ekonomi tetapi juga diranah
politik.Dalam konteks inilah, varian premanisme berkembang
dalam berbagai bentuk, dari yang kecil sampai yang besar.
Mulai dari pak ogah dijalanan, mengamen/mengemis secara
memaksa, memalak diatas kendaraan umum dan menjadi
centeng dengan memungut uang keamanan, membeckingi

tempat hiburan malam , perjudian,narkoba dan bisnis haram
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lainnya juga pengamanan pembebasan lahan , debt collector

dan sebagainya.

Aksi premanisme terjadi dalam berbagai wajah, dari

preman individual sampai yang terorganisir dalam kelompok
dan tidak sedikit yang menggunakan perusahaan legal bahkan

menjadi semacam sindikat atau mafia. Merebaknya

premanisme akan sangat meresahkan bila budaya stereotip ini

berkembang subur tanpa kendali di dalam kehidupan kita.

Apapun bentuk dan wajah premanisme, semuanya
dikaitkan pada satu sifat yaitu ancaman, intimidasi atau
kekerasan. Premanisme menyebabkan dampak yang besar,
banyak korban nyawa, luka-luka dan harta benda. Muncul rasa
tidak aman dan ketidaknyamanan hidup bermasyarakat.

Masyarakat was-was dan rasa takut yang selalu menghantui

"yang pada akhimya masyarakatlah yang paling banyak

menanggung dampak buruk dari premanisme.

Penangkapan John Refra Kei, Ketua Angkatan Muda
Kei ( AMKei ), sesaat memunculkan harapan di masyarakat
tethadap pemberantasan premanisme , namun harapan itu
musnzh ketika aksi premanisme kembali terjadi justru
didaerah militer, dimana sekelompok preman menyerbu

kelompok preman seterunya diRumah Duka Rumah Sakit



Pusat Angkatan Darat ( RSPAD ) Gatot Subroto pada kamis 23
februari 2012, dua orang tewas dan ironisnya aksi premanisme
tersebut terjadi di komplek rumah sakit milik TNI angkatan
Darat dan tidak jauh dari pos polisi. Kejadian ini menjadi bukti
bahwa premanisme masih merajalela m»: hal ini perlu untuk
diteliti.

Penelitian ini ingin membahas problematika
premanisme dan penanggulangannya dari kajian kriminologi
dan hukum islam. Islam dengan tegas mengharamkan
seseorang meneror, mengintimidasi dan mengancam orang

lain. Nabi saw bersabda :

“ Seorang muslim tidak halal meneror muslim yang
lain” ( HR. Ahmad., Abu Daud dan A-Baihaqi ).

Islam melarang mengancam, mengintimidasi  dan
meneror individu !ain yang apabila dilakukan berarti telah
melakukaun tindak kejahatan.Untuk kajian hukum islam
penelitian ini akan membahas pandangan majelis ulama kota
Palembang, dengan alasan majelis ulama kota Palembang
merupakan suatu lembaga tempat berkumpuinya tokoh-tokoh

agama atau ulama kota Palembang.

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah factor penyebab maraknya premanisme dan
bagaimana cara penanggulangannya dalam kajian

kriminologi ? ..

2. Bagaimanakah pandangan Majelis Ulama Indonesia
Kota Palembang mengenai maraknya premanisme dan

cara penanggulangannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui factor penyebab maraknya
premanisme dan penanggulangannya dalam kajian
kriminologi.Untuk mengetahui pandangan majelis

ulama kota Palembang mengenai maraknya

premanisme dan cara penanggulangannya.

Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan khasanah

kriminologi dan hukum islam.

ke-Ilmuan di bidang
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2. Memberikan  andii

premanisme yang masih merajalela

jawaban  terhadap praktek

D. Tinjauan Pustaka %

Untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini
akan dirujuk dari beberapa refrensi kepustakan dan hasil
penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan
problematika premanisme, Penelitian ini akan mengkhususkan
mengenai premanisme dari perspektif kriminologi dan Majelis
Ulama’ Kota Palembang yang menurut pengetahuan peneliti

belum ada yang melakukan penelitiannya.

E. Kerangka Teori

Kriminologi berasal dari kata “ crimen “ yang berarti
kejahatan atau penjahat dan “ logos” yang berarti ilmu. Jadi
kriminilogi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau
penjahat. Menurut Syaripudin Pettanase dalam bukunya hukum
acara pidana, kriminologi adalah pengetahuan yang
sebab-sebab  kejahatan  dan
memberantasnya. Kejahatan disini diartikan berbuat atau tidak

mempelajari bagaimana

berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam
masyarakat. ( Pettanase, 1997 : 76 ).

Dalam kriminologi kritis perlu diketahui penyebab
orang melakukan kejahatan, karena dengan diketahui latar
belakang suatu kejahatan maka diharapkan dapat diketahui
dengan mudah cara yang tepat mencegahnya ataupun
menanggulanginya. Ada teori / aliran Antropologis yang
menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan adalah
tergantung pada orang atau individunya. Menurut teori
Sosiologis adalah sebab orang melakukan kejahatan karena
dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik
lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat. Gabungan
dari dua teori diatas lahirlah teori Bio-sosiologis yang
menyatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan karena
factor individu ditambah dengan pengaruh lingkungan (
Hasibuan, 1994 : 18 ).

maka
penanggulangannya timbul dan ditentukan oleh masyarakat itu

Kejahatan  sebagai  gejala  social cara
sendiri. Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi
kejahatan adalah kebijakan criminal. Atau politik criminal.
Politik criminal atau criminal policy adalah sebagian daripada
kebijakan social dalam hal menanggulangi masalah kejahatan
dnlam masyarakat , baik dengan sarana penal atau non penal
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untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat

Disinilah peranan penting dari politik criminal yaitu dengan

cara mengerahkan semua usaha ( yang rasional ) untuk
menanggulangi wnhmrmg baik dengan sarana penal ( _EwE:.
pidana ) mngmm_ sarana utamanya maupun non penal ( selain
hukum pidana ). ( Muladi, 1985 : 15 ).

Islam adalah agama yang damai, rahmatan lil ‘alamiin. |

Syari’ah islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang
maha sempurna memiliki seperangkat aturan yang sistemik;
yang jika diamalkan akan membawa kedamaian . Islam,
melarang umatnya untuk berbuat kerusakan dimuka bumi,!

sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah: 33 yang

berbunyi :

. -t PR »” s, E” - 2 \b . ﬂ\-“\\ L%
ool 3 O3nnad sAlga)y Al Oa ol 1 L)
- A £ EH \“\h i“. .“\ 0“.\\ £ -
S tleol et dad 3 150 31 TSR] of 3L
Le -

\.lh\ . 0\\\“”.-.03\\ .0\&0“ -
ru..(r__rm .\hW\rtluu_._.v rNDL } .‘.\_.ubt...u_WbL.v\.
) bk G135 55 VT 3 2l
“ Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
10

kerusakan bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib,
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan

bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri ( tempat
kediamannya ) yang demikian itu sebagai suatu
penghinaan untuk mereka didunia dan diakhirat

mereka mendapat siksaan yang besar.”

Diantara kewajiban yang asasi dalam islam adalah
kewajiban melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar , suatu
kewajiban yang dijadikan Allah SWT sebagai salah satu dari
unsure pokok keutamaan dan kebaikan umat
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imron :
110

islam.

e "® m -1 3 - :
Ry VT TR PR [T R HIFERER A R W -+

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan
untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada

Allah “.

Dengan demikian seorang muslim bukanlah baik
terhadep dirinya sendiri tetapi juga terhadap seckelilingnya,
artinya saleh terhadap dirinya dan antusias untuk memperbaiki
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orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Asr : 1-3,

yang berarti “ Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam

keadaan merugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan

beramal saleh dan nasehat-menasehati supaya menaati]

kebenaran dan naschat-menaschati supaya menetapi

kesabaran”,

Maka setiap kemunkaran yang terjadi pada suatu]

masyarakat muslim hanyalah disebabkan kelengahan
masyarakat muslim itu sendiri, atau karena kelengahan mereka
sendiri. Kemungkaran apapun bentuknya harus &ﬂmsmmc_w_\ﬁm
atau dicegah, Dalam hadits Nabi SAW , Beliau bersabda :

Jgmy cres JU- e JI ) —(§)d L r.w.q .
opield 180 oo (sly oo U oy e IV o
SA3g cadid ﬁrn.l. A__ O caluld ﬁrul.._ m Ols oy
L Oladl e 3 sy o 2 Ry Gy O Can]
Jdap
“Barang siapa diantara kamu yang melihat
kemunkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan

tangannya. Maka siapa yang tidak mampu , hendakla
mengubahnya dengan lisannya , dan barang siapa tida
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mampu hendakalh mengubahnya deng hati, tetapi yang

demikian itu adalah selemah-lemah iman ).

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
langsung penulis peroleh dari majelis ulama kota Palembang
yaltu dari sejumlah informan, baik berupa pendapat, mmwmv dan
penilalan informan mengenai praktek premanisme dan
penanggulangannya.. Data sekunder adalah data yang penulis
peroleh dari buku-buku/ referensi dan berbagai hasil penelitian
khususnya yang berhubungan dengan permasalahan. Data
sekunder yang dimasud terkelompok ke dalam bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
mengikat, yang antara lain terdiri atas :

(1).Al-gur’an, hadist.

(2).Peraturan Perundang-undangan

(3).Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti
hukum adat

(4). Yuriprudensi

13



(5). Traktat
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasa

Studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh

data primer. Adapun cara yang dipergunakan dengan metode

mengani bahan hukum primer, scperti rancangan undangy .ocara vang telah terlebih dahulu dipersiapkan sebagai

undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. pedoman. Metode ini dipergunakan dengan tujuan agar

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan} informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti| sebagai pengetahuannya. Adapun Studi kepustakaan dilakukan

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya dengan maksud untuk memperoleh data Sekunder yakni

dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip,

mencatat buku-buku , menelaah perundang-undangan yang

2. Teknik P t Inf i
eknik Penentuan Informan berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi

Informan dalam ﬁﬂbﬂ—mﬁmg ini adalah ulama kot &Orcanzng_ Qﬂdmg BGSWgw_mwmmﬂ%w.

Palembang yang berada di lembaga majelis uluma Indonesi

kota Palembang. Adapun teknik penentuan samplin

dilakukkan secara acak atau random sampling dengan alasan Pengolahan Data:

mereka adalah ulama kota Palembang yang memahami Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan

permasalahan yang dibahas. data diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan

melakukan editing yakni akan data diperiksa diteliti kembali

mengenai kelengkapannya , kejelasannya dan kebenarannya,

. ik P P han D
3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data sehingga akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan} Kemudian akan dilakukan evaluating yakni dengan memeriksa

pada penelitian ini ,peneliti menggunakan dua cara yakni Studi ulang dan meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik

lapangan dan studi Kepustakaan. mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas

Jawaban dengan masalah yang ada.




1. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskripti
kualitatif,yaitu uraian dengan memberikan gambaran tentang
permasalahan yang dibahas yang didasarkan atas analisis isi
peraturan perundang-undangan dan sumber lain secare
mendalam. Selanjutnya dilakukan penafsiran, konfirmasi
pemilahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
akan dideskripsikan secara konseptual sehingga memberikan

gambaran tentang jawaban pemasalahan.
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BABII
TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENYEBAB
KEJAHATAN, dan POLA-POLA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENYEBAB
KEJAHATAN

a. Teori-Teori Yang Membahas Peranan Faktor-

Faktor Sosio-Struktural

Di dalam kriminologi terdapat sejumlah ten yang dapat

dimasukkan ke dalam kelompok teori yan menekankan

peranan

membahas kejahatan dari perilal menyimpang, antara lain teori

penting faktor-faktor sosi< struktural dalam
tentang kejahatan da kondisi ekonomi (W.A. Bonger); teori
Anomi (Robert Merton), teori-teori sub kebudayaan, teori-teo
konflik dan sebagainya.'

Bertolak dari pemikiran tentang relevansi teoritik
maupun kemungkinan pengembangannya untuk menjelaskan
masalah penjahat, kejahatan serta reaksi terhadap penjahat
dan kejahatan di Indonesia, maka berikut ini akan disajikan

beberapa teori penting yakni:

' Bue Titus Reid, Crime and Criminology, New York: Ho| Rinehart and
Winston, 1979
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1.

c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuen berkemban

. L N . ., " Ll -M
Teori “differential opporiunity structure

Teori yang dike mbangkan oleh Richard A. Clow.
dan loyd E. Ohlin ini mengetengahkan beberap,
postulat yakni:
a. Delinquenci adalah suatu aktivitas dengan tuju
yang pasti: meraih kekayaan melalui cara-c
yang tidak sah.
b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabil
terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yan
dikehendaki secara cultural diantara kaum gulong
(lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempa
yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan i

melalui cara-cara yang sah.

dalam hubungannya dengan perbedaan
yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Ho:mm.._onm.
sub kebudayaan itu ialah:
- Sub-kebudayaan konflik yang terdapat dal

lingkungan sosial yang mengalami disorganisas

serta ketidak stabilan.
- Sub kebudayaan yang kriminal yang terdap

2 Paul F. Cromwell, Jr., et. AL, Introduction
reading. St. Paul: West Publishing Co., 1978.

to juvenile ,text an

Nevvarch

dalam lingkungan sosial dengan cimri sebagian

besar warganya berpendapatan rendah dan laju

angka kejahatan tinggi. Di daerah ini, pani

pejabat yang "berhasil" tampil dan diketahui atau

bergaul intim dengan penduduk, juga dengan

kalangan usi;i muda. Di samping itu, lingkungan

sosial seperti politisi, polisi dan lain-lain
seringkali diketahui mendukung cara-cara yang
tidak sah. Dengan demikian terbuka kemungkin-
an bagi terpadunya kenakalan remap dengan
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang
dewasa, seperti kejahatan terorganisasi;

- sub kebudayaan pengunduran diri: Bagi kaum
muda yang mengalami "kegagalan ganda" baik
untuk menempuh cara-cara kriminal maupun
untuk meraih status dalam sub-kebudayaan
konflik, berlangsunglah bentuk-bentuk pengun-

duran diri.

2. Teori mengenai "krisis ekonomi dan kejahatan"

Di dalam laporan lokakarya yang diadakan pada bulan

Junl 1974 oleh UNSDRI (United Nations Social Defense

Institute) telah  dibahas seperangkai hipotesa
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mengenai  korelasi-korelasi antara gangguan atau krisis§ , o sebagian besar Kategori kejahatan-kejahatan yang

ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpan dilaporkan;

—wmq—o ﬂmﬂm_hwﬂlﬂmbm—nmn toleransi ammu\ﬁﬂm—ﬂmﬂ serta —AOBNE—!._ Rﬁ&&ﬁ. melalui R:W—-Wﬁ—.ﬁ: indicator-indikator

untuk mengenai nyimpangan melalui tindakan-tindak ckonomi pada tingkat makro yang tercermin dalam

peagamanan sosial. pengangguran, Kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat

Pelbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar
kategori kejahatan yang dilaporkan.

Ketiga, tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan

bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasuk
yang disebabkan bencana alam; krisis gradual dan siklikal
yang tercermin dalam inflasi, resesi in mis-employment; peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan
kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis.

Istilah krisis yang dimaksudkan adalah suatu konse

Jenisnya, masyarakat dan waktu;

Keempal, kejahatan-kejahatan "primer” yail kejahatan

umum yang tidsk hanya menyanghut disfungsi ekoniomi d yang secara langsung berhubungan denga disfungsi ekonomi

suatu jenis resesi - terlepas dari apakah la atau tidak inflasif oy rolusi dengan kecendrunga dan terutama dikondisikan

yang memperburuk keadaan tetapi justru juga krisis-krisish \1ah kehutuhan-kebutuha konkrit serta harapan-harapan yang

tertentu dan krisis local yang mungkin terjadi akibat ¢o=nw.= mengalan frustasi. Di antara kejahatan atau  perilaki

alam, krisis yang disebabkan oleh ketidak mampuan sua menyimpang lain yang meningkat yang meningka adalah:

masyarakat dalam fake-off ke era industri dan krisis yan K ejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadahan

‘melekat pada salah urus dalam bidang politik-ekonomi. T T —

Beberapa kesimpulan yang diperopleh dari diskusi

Pelanggaran norma non-kriminal;

SRS - Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme,

Pertama, pertumbuhan ekonomi berkorelasi se

iositif - walaupun berbeda-beda dengan angka laju fang tin
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Kelima, sering kaii masaiah yang paling serius dihadapi
adalah gejala kejahatan "sekunder" yanj terjadi apabila
kejahatan "primer" yang berkaituti dengan krisis tidak
terkendalikan hal
penyalahgunaan hukuman) atad ditindak dan dihukum dengan
kekerasan yan| berlebihan. Dalam hal terakhir, karir penjahuj
individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatafl yang

berkaitan dengan krisis semakin memperokh dorongan.

atau  diampuni (misalnya dalam

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi
beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang
kejahatan dalam hubungan-ya dengan pengaruh langsung
ekonomi terhadap kejahatan, yakni:’

a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja

akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal;

b. Terdapatnya bentuk-bentuk"Innovasi" sebagai akibat

kesenjangan antara nilai-nilai atau g.cm:-c.c.:ma
sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk
mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi,
banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai

kesempatan mencapai dan

tujuan-tujuan sosial

menjadi  "innovator" potensial yanj; cenderung

Bandung. 1984. him. 34.
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mengambil bentuk pelanggaran hukum;

¢, Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai
akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor
ckonomi yang sah;

d, Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis
ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena
adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian
cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma
dalam bentuk-bentuk perilaku agresif;

Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami

tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi
berkembangnya sub-kebudayaan delinkuen;

{. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan
pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang
menganggur  dan  kehilangan  penghasilannya

cenderung untuk Bozmmmvcnm_ﬂg.&n dengan teman-

teman yang menjadi penganggur pula dan dengan

demikian lebih memungkinkan dirancang dan
dilakukannya suatu kejahatan.

Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan serta

pengendalian sosial mereka yang pada dasarnya mencerminkan

il toleransi sosial yang ada, terdapat sejumlah perunjuk

buhiwa di bawah kondisi tekanan-tekanan ekonomi, taraf
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toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional cenderun
rendah.

3. Teori-teori "kriminologi baru" atau "kriminologi

kritis"

William J. Chambliss secara khusus membahas tentang
isi dan bekerjanya =~ Hukum Pidana, konsekuensi kejahatan
bagi masyarakat dan sebab musabab kejahatan.
latar  belakang kejahatan, Chambliss

incngemukakan bahwa kejahatan atau bukan kejahatan bcrasal

Tentang

dari orang-orang yang bertindak secara resional lesuai dengan
posisi kelasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi
kehidupan kelas seseoarang dan dcnantiasa berbeda-beda
tergantung pada struktur-Nlruktur politik dan ekonomi
masyarakat.

Di dalam tulisannya yang lain, William J. I hambliss®
menjelaskan bahwa perspektif teoritik nig menyertai
pertanyaan mengapa sejumlah orang mclakukan kejahatan
membawa pada pandangan imtang kebudayaan - norma -
dasar

norma, nilai-nilai , keyakinan-keyakinan sebagai

pembentukan pcrilaku dan dengan begitu mengingkari struktur

* William J. Chambliss, Toward A Radical Criminology”. Dalam David Kairys.
Ed., The Politics of Law. A Progressive Critique, New. York, Pantheon Books,
1980. him. 230.

24

politik dan ekonomi. la menganjurkan untuk menggunakan
metodologi dialektik dan teori tentng 1 ontradiksi-kontradiksi
structural sebagai titik tolak 1 MiTiinologi yang terpadu. Secara
ringkas posisi ini menegaskan bahwa di dalam setiap sistem
skonomi 1 in politik terdapat kontradiksi-kontradiksi mendasar
orang bertindak secara sadar walaupun di ihambat oleh warisan
tradisl, kepercayaan, pranata-pranata yang ada untuk mengatasi
kontradiksi-kontradiksi ini.

Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-
fuktor soslo-structural, Richard Quiney mengetengahkan teori
fontang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:’

0, Kejahatan adalah suatu defenisi hukum yang
diciptakan oleh alat-alat kelas dominan di dalam
masyarakat yang secara politis terorganisasi;

b. Definisi-definisi kejahatan terdiri dari perilaku
perilaku yang bertentangan dengan kepentingan
kepentingan kelas dominan

¢. Definisi-definisi kejahatan diterapkan oleh kelas
yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan

melaksanakan Hukum Pidana;

" Wiehwid Quinney, Critique of Legal Order. Crime Control in a Capitalist
Noslety. Boston, Litle Brown. 1974; criminology: Analysis and Critique
of Colime I the Unlted States. Boston Little Brown. 1974 dan Class, State
Wil €l O the theory and Practice Justice. New York: Mc Kay. 1977.
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dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dals
konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindaka
yang relatif mempunyai kemungkinan untu
dirumuskan sebagai kejahatan;

e. Ideology tentang kejahatan  dibentuk  da

disebarluaskan oleh kelas dominan untuk

memelihara hegemoninya;

f. Realitas sosial kejahatn dibentuk oleh perumusa
dan  penerapan  defenisi-defenisi  kejahatan
perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannys

dengan defenisi ini.

b. Teori-Teori Yang Membahas Fakto Faktor
Interaksi

1. Teori a,_,_.msma.mmm _Sm:amwmu::

Anak-anak  yang tinggal dalam lingkunga
kemasyarakatan semacam itu dihadapkan pelbagai standard
standard kontradiktip dan bentuk-bentuk perilaku kontradiktip
bukannya pada suatu pola yang secara relatip konsisten da
konvensional. Lebih dari satu pranata moral dan pendidika

yang tersedia bagi mereka.
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d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannys

Effek kumulatif dari pewarisan ini terlihat clua dua

Jonls data:
'

studl tentang pelanggaran-pelanggaran yang
mengungkapkan tipe-tipe delinkuensi tertentu
oenderung merupakan cirri wilayah-wilayah kota
tertentu. Masing-masing menyangkut teknik-teknik
yang diajarkan. Ukuran-ukuran serta patokan-
patokan perilaku tersendiri.

Terbukti juga bahwa beberapa anggota kelompok
delinkuen melakukan pelanggaran-pelanggarannya
dengan disertai delinkuen yang lebih tua.

Telsh Jelas nampak adanya suatu hubungan langsung
antars kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyarakat-
masyarakat setempat di kota-kota dan angka laju yang berbeda
dalam delinkuensi dan kejahatan. Masyarakat setempat dengan
angka rata-rata kejshatan yang tinggi mempunyai ciri-ciri

sosia! dan ekonomi dengan masyarakat setempat dengan angka
iaju kejahatan yang rendah.
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2. Teori “differential association™® sangat scderhana;

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan sua « Arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap-
penjelasan  sistematik mengenai penerimaan  pola-pola sikap.

kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari
orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang Ezi. defenisi-defenisi tentang menguntungkan atau
Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakuks tidaknya aturan-aturan hukum;

kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia le

dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya mempunyai defenisi yang mendukung hokum

kejahatan. ) dibandingkan dengan defenisi-defenisi yang telah
Postulat-postulat yang dikemukakan oleh pi win H. mendukung pelanggaran hukum;

Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka teo: Pengelompokan yeng berbeda-beda  mungkin

differential association ini adalah sebagai berikut: beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya prioritas
a. Kejahatan dipelajari. Secara negatif ini berarti bahwa dan Intensitasnya;

kejahatan tidak diwariskan; Proses belajar kejahatan mengelalui  penjj

b. Kejahatan dipelajari dalam interaksi denga lompokan dengan pola-pola kejahatan atau anti

orang-orang lain melalui proses komunikasi; kejahatan menyangkut semua mekanisme yang
¢. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung terdapat dalam proses belajar apapun;

di dalam Kelompok-kelompok pribadi yang intim; Walaupun kejahatan merupakan  pencerminan

d. Proses belajar kejahatan meliputi; kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan

- Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan

kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang allal-nilal tersebut, oleh karena perilaku yangl bukan

kejshatanpun merupakan pencerminan nilai-nilai

® Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey. Principles of crimnoog. dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.
Chicago: 1.B. Lippincott Company. 1960,
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c. Teori-Teori Tentang Faktor Pencetus

Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pencetus disin
dapat berupa peranan korban dalani situasi-situasi terjadiny.
kejahatan maupun tekanan tekanan situasional yan
dialamipelaku kejahatan, N
Ikhwal

terdapatnya hubungan-hubungan sosial korban dalam situasi-

korban, beberapa studi menunjukkan
situasi terjadinya kejahatan.” Colin Shepard, misalnya

mengemukakan bahwa anggapan mayoritas kejahatan
kekerasan adalah serangan-serangan yang diperhitungkan oleh
penjahat keji atas korban yang tidak berdaya besar
kemungkinan salah, oleh karen;i dalam kenyataan hanya pada
sebagian kecil kasus saja korban memainkan peranan pasif.
Shepard, dalam studi-studi

kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan

Menurut tentang kejahatan
peranan kunci dalani interaksi kekerasan, bahkan tidak jarang

memprovokasi orang lain atau mencetuskan saling balas
mozmm: kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka atau
kematian.® Sementara itu, Marvin I'.. Wolfgang mengutarakan

mengenai banyaknya Dcrsentase pembunuhan yang diprakarsai

" Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan
kekerasan. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982.

® Colin Shepard. The Violent Offender: Lets Examine the taboo". Feder
Probation. A. Journal of Correctional and Practice. No.4. Vol. V. Desem
1972 him. 12-19.
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oleh korban dengan demikian dapat digolongkan scbagai
pembunuhan yang dicetuskan oleh korban {victim precipitated

homielde).”
kejuhatan kekerusan, terutama dalam pembunuhan yang

Hubungan-hubungan  sosial korban dalam
memperlihatkan tingginya angka victim precipitated criminal
homlelde, menunjukkan korban merupakan bagian integral
dulam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan.'”
Data  kejahatan-kejahatan kekerasan dengan membedakan
vietim precipitated dan non-victim pripicitated serta lata yang
menunjukkan  hubungan-hubungan  sosial korban dalam
Ronteks It memang akan berguna tidak laja untuk memberikan
gambaran yang utuh mengenai kejahatan akan tetapi juga bagi
bhan-bahan  pertimbangan  dalam mekanisme penyelesaian
porkara dan dasar untuk usaha-usaha pencegahan kejahatan
locarn lebih terarah.

Faktor lain adalah tekanan situasional yang lapat
faktor

fermasuk kedalamnya proses pengambilan resiko.

merupakan pencetus berlangsungnya kejahatan,

Menurut Don C. Gibbons termasuk ke dalam

kelompok fuktor-faktor pencetus ini adalah sikap-sikap

¥ Musvii, 1. Wollgang. Vietim Precipitated Criminal Homicide Dalam Marvin E.

Wollgang, Op. at, him. 569-578,
" Menaohem Amle, Ihid him 644-653
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dan motifasi-motifasi kriminal. Dan pola-pohi kepribadi

lain.!!

d. Teori -Teori Tentang Faktor Reaksi Sosial

Kejahatan atau perilaku :._mbﬁs_umsm dap;n pula
dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dala
kriminologi yang menekankan pada aspek aspek prosesua! dari
terjadi dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam
hubungannya dengan reaksi sosial.

Dari sudut pandangan ini, perilaku Ea:wmavm:,m
adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang
Dalam hubungan itu Howard S. Becker mengemukakan :

"ketompok-kelompok sosial menyiptakan penyimpangan
dengan membuat aturan-aturan. Pelang garan terhadap
aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan
itu diterapkan pad;i orang-orang tertentu, dengan mencapi
merek;i sebagai orang-orang yang berada di luar garis, Dari
sudut pandangan ini, penyimpangan bukanlah ‘“suaty
kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan
lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan

sanksi-sanksi oleh oB:w lain terhadap 'si pelanggar’. Pelaku

! Don C. Gibssons. Society, Crime and Criminal Cariees. An Introduction to
Criminology. New Jesley: Prentice-Hall. Inc., 1977.
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penylmpangan adalsh mereka yang terkena cap, sedangkan
perilaku menylmpang adalah perilaku yang dicap demikian
oloh masyarakat".

Salsh satu teorl yang dikenal a,.mw_ma krirninologi
yang Jups menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi
soslal adalah teorl yang dikemukakan oleh Edwin Lemert.
Lemert menguraikan tentang froses-proses seseorang
dinsingkan  sebagai
harle hohidupannya terorganisasikan atau terbentuk  secara
E di sekeitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

: Menurut Lemert, aspek-aspek prosesual dari pelaku
monylmpang harus diperhatikan oleh karena karir pelaku
penyimpangan seringkali mengalami perubahan-perubahan
sousl dengan berjalannya waktu. Dalam teori Lemert,
tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang
soringkall merupakan langkah  "ambil yang
momperiihatkan  sifat coba-coba untuk melakukan perilaku
yang terlarang. Adapun alasannya tindakan ini senantiasa

pelaku penyimpangan dan akibatnya

resiko”

banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial. Reaksi sosial itu
dapat  mempengaruhi
selanjutnys dari pelaku penyimpangan lebih daripada yang
agjad] sebelumnya.

pengalaman-pengalaman  Karir
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Dalam kaitan itu Lemert memperkenalkan pembedas

utama antara  penyimpangan primer dengan penyimpangat

sekunder. Penyimpangan primer menunjukkan keadaa

seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma akas

tetapi hal itu masih .&vm:n_wsm asing oleh pribadinya

sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasu

sescorang mereorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya d

sekitar peranan menyimpang. Penyimpangan

seringkali merupakan pelanggaran norma

terwujud sebagai hasil reaksi sosial, Semacam proses feed bacl

acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangarg

mengundaiiK reaksi sosial,

tindakati penyimpangan iebih jauh.

B. TEORI-TEORI SOSIAL TENTANG KEJAHTAN
a. Si rain Theories (Teori -Teori Strain)

Anomie : Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan

melihat pada bagian-bagian

mengetahui  bagaimana masing-masing Inilmbungan sa
sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur suat

masyarakat guna melihat bagaimana ia
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sekunde

yang diulangi da

dan kemudian merangsang

komponennya dalam usahd

berfungsi. Jiks

masyarakat ltu  stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara
lanear, osusunan social berfungsi. Masyarakat seperti itu
dandal oleh kepanduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun,
Jisa baglensbagian  komponennya tertata dalam keadaan
ysng membahayakan keteraturan/-ketertiban sosial, susunan
magyarekat ity dyfincrional (lidak berfungsi).
analogy, Jika kita melihat sebuah jam dengan seluruh bagian-
baglannya sangat sinkron. la berfungsi dengan tepat. Ia
menunjukken waktu dengan akurat, namun jika satu pemya
Hooll ity rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi
Mgl secars balk. Demikisnlsh perspektif structural
yang dlkembangkan oleh Emile Durkheim
?._____,. bad ke-19,
U Haall karya Durkheim di. atas patut dicatat karena
dikemukakan pada masa dimana dunia ilmu pcngetahuan
tongsh mencarl abnormalitas si penjahat, ia justru menulis
entang normalnys kejehatan di masyarakat.
l!g tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan
selah manusls) tidak terletak pada diri si individu, tetapi
terlotak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks
inlish Durkheim Bo.ﬁs_.oqrozn_rg istilah anomie (hancumya
Betoraturan soclal akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-

Sebagai

Baginya
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Strain Theoty: Robert Merion manyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegr;iiii( dengan kata

Seperti histows Poskieim; Robert Morton tnengal laln sarana harus ada bagi setiap individn guna mencapai

masalah kejahatan dengan anomie. Tetapi konsepsi Merto (usn-tufusn yang berharga baa mereka. Disparity between

tentang anowsie Agakiberbeds dengan konsepsi anomie d goaly and means Josters frustration which leads to strain.

Durkheim. Masalah sesungguh-nya, menurut Merton, tid Werdusarkan  persfektif di atas, struktur sosiil

diciptakan oleh sudden social change--(perubahan sosial yan merupakan akar dari masalah kejahatan (karena ihi kadang-

tepat) tetapi oleh Social structure (struktur sosial) yan kadang pendekatan ini disebut a structure explanation). Strain

menswarksn STARIIERTS P iveik, mencepaingy tworl Inl berasumsi bahwa orang nu taat hukum, tetapi di
bwwah tekanan besar mere k4 akan melakukan kejahatan;

disparitas antarn tujuan dan sarana inilah yang memberikan

tekanan tadi,

Kekurang paduan antara apa yanng diminta oleh budaya (yan
mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan olel
struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dap
menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efekti
untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilal I Cultursl  Deviance Theories (Teori - Teori
"anomie" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan siste Ponylmpangan Budaya)
1, Soclnl disorganization Theory

W.I, Thomas dan Florian Znaniecki

Thomas dan Znaniecki dalam bukunya The Polish

norma ini.
Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yan
berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang tera

tidaklah dibagikan secara merata. Sangat ledikit anggota kel Pt i Burope and America menggambarkan icngalaman

e yung dialami  petani-petani  Polandia (Polish) ketika
wiereha meninggalkan dunia lamanya yaitu daerah pedesaan
(il c____..__r Iidup di satu kota nulustri di dunia baru. Kedua
*- W membandingkan kondisi para imigran yang tinggal
A Pulundin dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka

bawah mencapainya. Teori anomie dari Merton menekan
pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu: (1
cultural aspiration atau culture goals yang diyakini berharg;
untuk diperjuangkan; dan (2) institutionalised means ata

accepted ways untuk mencapai tujuan itu. Jika sua
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juga menyelidiki asimilasi dari para imigran. Para imigran

Beology adalah studi tentang tumbuli tumbuhan dan binatang-
binstang dalam hubungan satu dengan yang lain dan dengan
hbhst alamnys, ysitu tempat dimana mereka hidup dan
; Organisma hidup di dalam suatu dunia yang
!;- dl mana untuk tetap eksis setiap bagian tergantun”®
i baglan lainnya. Pendekatan yang kurang lebili sama
digunakan para satjana yang mengkaji suman ecology (ekologi
manusle), yaitu interrelasi antar manusia  dengan
lingkungannya.

Delam studinya tentang disorganisasi sosi Park dan
I menelit! karakterlstik dacrah (arca dan bukannya
; pora penjahat untuk penjelasa tentang tingginya angka
f. Maereka mengem bangkan pemikiran tentang natural
? @/0s, yan terdiri atas zona-zona konsentrasi yang
memanjen keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota
(downiow central business distrik) sampai ke commuter Zone
tl. kots. Setiap zona memiliki struktur dan
_ ya sendiri, karakteristik budaya serta penghuni yang

yang lebih tua tidak begitu terpengaruh dari kepindahan i
karena mereka tetap hidup sebagaimana kehidupan mereks
ketika menjadi petani dulu, meskipun berada di daerah kum
vmn.r.oSm: (urban). Tetapi generasi kedua tidak tumbuh d
daerah pertanian Polandia. Mereka merupakan penghuni kots
dan mereka adalah orang Amerika. Mereka memiliku in eliki

tradisi-tradisi lama dunia orang tua mereka letapi itu tidal
terasimilasi dengan tradisi dunia baru. Norma-norma dari sat
masyarakat yang stabil dan homogen tidak ditransmisikan k¢
dalam lingkungan berkotaan  yang  anonymous (tanpa nama;
dan berorientasi kapada meteri.

Angka kejahatan dan delinquency meningkat. Thoma
dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan metq)
disorganisation (dis-organisasi sosial) yaitu "the breakdown o
effective social bonds, family and neighborhood association, ane

social controls in neighborhoods and communities”.

Robert Park dan Ernest Burgess (Natural Urba

iw

Kota, menurut Burgess: "grow radically in a series of
GBNseniric Yones or rings". Kompetisi menentukan bagaimana
BAg Wresbar menurut ruang di zona-zona ini.

Areas)
Park dan Burgess mengembangkan lebih lanjm stud
tentang  social  disorganisation dari Thomas denga

mengintrodusir analisa ekologis dari masyarkal manusis
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Clifford Shaw dan Henry McKay {Cultural
transmition)
Clifford Shaw dan Henry Mckay, dua penelili pad

dolinquency tinggi, tidak peduli etnis mana yang

U esbentuk populast itu,
ﬂﬁwi yang tinggl delinquency-nya tinggi ditandai oleh

. SNaN pereontase imigran yang tinggi, bukau kalangan
st (it putlh, dan keluarga berpendapatau rendah, serta
dengan jurusan Sosiologi dan Universitas tersebut. Mere _ i‘g_._rg rumah yang rendah.
secara khusus tertank dengan model yang dikembangkan olef@ . DI dalam ares yang tingkat delinquency-nya tinggi ada
penerimaan seoars umum terhadap norma-norma non
!l‘t__-_. tetap! norma-norma ini bersaing dengan
s konvensional tetap dianut oleh sebagian
i,

Chicago's Institute for Juvenile Research, meslu buka

pengajar pada universitas Chicago punya hubungan deka

Burgess yang mendemonstrasitkan bagaimana perndudu
tersebar ui ruang-ruang yang berbeda dalam prose;
pertumbuhau kota. Mereka memutuskan untuk mengguna :
model tersebut guna meneliti secara empiris hubungan anta
angka kejahatan dengan zona-zona yang berbeda di Chicago

Data mereka yang berasal dari catatan pengadilan seca

__ g Soclal Organization

ortl kobanyakan kriminologi ChicajM., Edwin H.
(1939) menolak penjelasiui  kejahatan yang
ndividusiistie, Teorl Neo-Lombrosim bahwa kejahatan

. wi peychopatholor.v tidak lebih benar dari
problem  kemasyarakatan (seperti pembolosan _,é el 590 babw.| penjahat terdiri atas orang-orang

kerusakan mental, dan kematian bayi) yang juga tinggi ! flalk berbeds.

.;_-_. menggantl konsep soclal disorganized (dari
E dongan konsepnya tentang differential

_ on, Intilah Inl kurang bermuatan nilai dan
¢. Beberapa area secara konstan mengalami angigy loblh akurat sl nl darl area-area kriminal. Jadi

berbeda sepanjang kota, dan area yang mempunyai ang
kejahatan anak sebanyak 55.998 kasus selama periodc 33 tah
dari 1900 hingga 1933 menunjukkan:

a. Angka kejahatan tersebar tinggi juga mempunyai angks

b. Kebanyakan delinquency terjadi di area yang palin
dekat dengan distrik pusat bisnis dan berkurang dengat TR

semakin jauh dari pusat kota.
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Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosia tentang strain yang disebabkan oleh faktor

!.8-!_5-:! dan mengembangkan kedua
mendukung aktivitas kriminal yang lain terorganisasi melawas o E_!r menjolaskan bagaimans suboulture

aktivitas kriminal. dmn mengapa s memilikl karakter

tertata secara berbeda beberapa terorganisasi dala

2. Differential Association Theory delinquent suboulture (sub buyata

__ ..; catag-g dengan nilai nilal dari budaya
mmau! 4l daersh-daersl! kumuh darl kota-kota besar

‘ . 5& Ty
. Me Kohen, posisl relatif keluarga-
berikutnya.  Sutherland menemukan istilah  differentia soslal menentukan problem-

o Sutherland membangun pemikiran yang lebili sistematis
e disbanding Shaw dan McKay dalam mengamati bahwa nilai

o nilai delinquent ditrasmisikan dari satu generasi ke generasi

association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku P heana sspanjang hidupnys.

kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, Bo::ESwm.,

JoNgh yang tidak permah innigens

mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan, , lobagal contoh, tidsk
“definitions favorable to violation of law” atau dengan “ _ _ mereka dengan cara yang
definition unfavorable to violation of law.” ! i untuk asuki  kelas
.. keteramplian

3. Culture Conflict Theory dengan P

itmen pendidikan
8. Subcultural Theories (Teori-teori Sub Budaya) ! ih._-": kom pend '
- Albert Cohen w p menunds keinginan,

Albert Cohen adalah murid dari robert K Merton dan} Cloward dan Lioyd Q-z-

Edwin Sutherland. Dari Sutherland dm belajar tentang]

differential association serta transmisi dari norma-norma A toovl a difforentiel i!

sedangkan dari ;leh Rishagl dan. Lisyd Ohlin
worl swain, difforential Liscelation, dan

kriminal yang membawa tingkah laku kriminat

t]
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| Penanggulangan Kejahatan
B ,g Pescegaban Keajahatan

pomberantasan kejahatan telah dan terus I dilakukan
| ik, balk pemerintah maupun masyarakat, karena
b mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang
di negara manapun kejahatan selalu dapat saja

bahwa conventional means disebarkan secara tidak merata di

antara kelas-kelas sosio-ekonomi; bahwa kurangnya sarana

sarana itu iin nyebabkan frustasi bagi kalangan anak-anak kela
fciwah; dan bahwa tingkah laku kriminal dipelajari da

ikilirkan secara budaya. Semua teori di atas sepakat bahwg

A ang dalam negara itu hidup menusia-manusia yang
.. kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok

R ysng lain.
kejahatan berarti menghindari masyarakat

solusi umum mengatasi masalah itu membawa “the formatiod

of delinquent subculture”. Akan tetapi Tori-teori itu tida

sepakat dalam hal isi (content) dari mib-budaya sub-budays

Seperti disebut di atas, norma-norma dalam subcultun

. Penderitaan serta kerugian-kerugian

delinquent-nya Cohen mlalah justru benar karena norma-no

itu salah di lalam budaya dominan. dalam hal pencegahan ini tugas Jaksa tidak

Cloward dan Ohlin tidak sepakat dengan itu. Men 4_“._,8_.-5:_2_ dalam kegiatannya, namun secara

mereka anak-anak delinquent kelas bawah iii.iplah berorientad

) porlu ada perhatian. Kegiatan pencegahan
tujuan (goal oriented). Jenis-jenis tingngkah laku delinques prli

yang mereka lakukan tergantung pada “the illegiti masyarakat dan lembaga-lembaga yang
,. Fads. (Inl tolah dilakukan oleh Pemerintah antara

opportunities” yang mereka miliki.
Rlskamling).

Menurut teori differential opportunity dari Cloward d ‘
Ohlin, delinquent subculture tumbuh ilbur di daerah-daeral

serta ussha mengurangi segala macam

kelas bawah dan mengambil Untuk tertentu yang merek Isani womial. (Ini dapat ditangani oleh Dep

lakukan karena kesempatan untuk mendapatkan sukses secaf . W, Depliknas, Dop. Tenoga Kerja, Pramuka dan
tidak sah tidak lebih tersebar secara merata dibandis

kesempatan untuk meraih sukses secara sah

PFathdvggt Pomixih, Dikiat Pondidikan Pembentukan Jaksa,
1908 him Iy
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langsung,

1.

46

sebagainya). ; ,gg hubungan-hubungan yang dapat

3) Penggalakan Penyuluhan Hukum dan Pemberiag kriminalitas.  Misalnya  mencegah

Bantuan Hukum, antars 8i pelaku dan si korban (si penipu dan

. penipuan);
Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung; dan :a._ peraturan yang melarang suatu perbuatan

beberapa  pertimbangan.  Misalnya
Yo bersifat lngsung, penarikan Undang- undang cek kosong

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinyi
suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yan

bersangkutan, antara lam meliputi kegiatan:

pertimbangan menghambat perekonomian.

lsngsung

a. Pengamanan  objek  kriminalitas  dengan an yang belum dan atau sesudah

fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku da ltas yang antara lain meliputi

kesadaran mengenai : tanggung jawab
R dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri;

objek dengan berbagai sarana pengamanan ; pemberis
pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain,

b. Pemberian pengawal/penjaga pada objek _ﬁamsm_mgu _,” terhadap harta milik sendiri dan orang lain;

C. Mengurangi/menghilangkan  kesempatan  berbug -&. yang berwajib atau orang lain bila ada
kriminal dengan perbaikan lingkungan; menamb , ghan/terjadinya  suatu  kriminalitas; akibat

penerangan  lampu, mengubah bangunan, jal .

dan taman sedemikian sehingga ,udah diawasi; poraturan yang melarang dilakukannya suatu

d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbai yang mengandung didalamnya ancaman

struktur  sosial yang mempengaruhi  terjadiny

. 1
Ponsdidihan,  Istlhan  untuk  memberi  kemampuan
meraiakan pandapatan setiap orang; _‘ !..2:- mwmenuld  koperluan  fisik, mental dan

kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi

47



sosialnya,
d. Penimbulan kesan akan adanya pengawasa penjagaz
pada kriminalitas yang  akan &Er:w_ms dan obyek.

b. Kejahatan dan penegakkan Hukum
Suatu hal yang sekali lagi perlu ditegaskan ialali bah
kejahatan adalah fungsi kompleksitas masyarekat. Dan makig
banyak diadakah peraturan, makin banyak pula kemungkinz
pelanggaran.
Sebaiknya peradaban telah berkembang dengan penuk
inkonsistensi dan banyak menimbulkan frustasi, antara laig
dengan makin melebarnya jurang antara pola hidup warga yang
kaya dengan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garid
kemiskinan.
Juga konflik kebudayaan, bentrok kepentingan
ckonomi, memerlukan  pemikiran serius guna menemuka
pemecahan, yang tidak hanys untuk kepentingan wargs
masyarakat dalam satu negara, tetapi bagi seluruh dunia
Masalah narkotika, "mafia" perdagangan gelap/penyelundupa
merupakan isyu yang dapat merusak generasi muda da

meronrong nasionalisme,
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§i

Soerjono Soekanto mengutip H. Kelsen

) Ooneral Theory of Law and State New York

1961, him. 58 sebagai berikut:

i

does not, like the raves to the behavwt

o loast thus individuals who commits or

b @aflonte, the delinguent, and the individual
M the sanction.”

Belanda Hoefnagcls, membedakan

, yang meliputi:
sebagaimana diharap kan oleh

ye hal maim sesuai dengan
yang; berwenang.
sebagaimana diharap kan oleh

B o inys, skan tewspi dia tidak setuju

¥

diberlkan oleh yang berwenang

B Ying bersangiuian

gleum, akan tetapi dia tidak setuju

- tersebut maupun daripada nilai-nilai

AT

[ powh pada r:xca. akan tetapi dia
MM torsebut dan nilai-nilai daripad;i mereka

sokall tidak menyetujui kesemuanya dan

Jhpatvh  pade hukum (melakukan proses)
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Tahap-tahap dan derajat kepatuhan atau ketaa ”
seseorang pada kaedah-kaedah hukum yang berlaku pag
lingkungan pergaulan hidupnya, merupakan pula materi mE,
yang penting dan bermanfaat bagi studi kriminologi d4
praktck penegakan hukum, serta tentunya bagi studi psikolo;
hukum yang lebih mendalam dan terarah,

Tidak dapat disangkal bahwa usaha penegakan huku
itu merupakan masalah yang kompleks dan  selal
menimbulkan permasalahan lebih lanjut karena beberapa hi

tertentu. Usaha penegakan hukum kerap kali dilakukd

jlan membuat pola kebijaksanaan

langan masalah yang dapat
kan korban.

hukum, bagi para partisipan

Jolas terlebih dahulu mengenai

‘8-_3_._ hukum. Oleh karena

Bpet berskibat pengambilan sikap

. tepat pula. Sehubungan

ﬂ_-__ sty perumusan hukum

suatu perwujudan
berdasarkan kemauan dan tujuan yang baik, tetapi kerapka », .

pelaksanaannya malahan menimbulkan akibat-akibat ya  ‘waktu tertentu, pada tempat

Iahkan lebih lanjut di sini,
. penguasa  tersebut  dan
mengutamakan kepentingan diri

untuk  mencapai

tidak diinginkan yang merugikan, yang menimbulkan korbay
fisik, mental dan sosial. Sehingga akibatnya antara lain:
- orang segan vn..vmﬁ_m__umm_ am_ma usaha penegakan

hukum; .

- membuat orang apatis dan tidak menghargai lag kepentingan rakyat. Jika
aparat penegak hukum dan timbul berbagai macaq goangunan, maka ini akan mengenai
kekacauan, yang merugikan rakyat banyak terus pribadi  atau golongan nasional
Bo:aE_m (golongan masyarakat yang lemah politi Nk dan soslal rakyat). Jadi yang harus
sosial, ekonomis). _ gv-_ penegakan hukum itu hanya

Sehubungan dengan ini, maka yang penting bagi kit kepentingan  diri sendiri atau

bersama adalah mengamati masatah ini menurut proporsi yan Jona hal Inl akan menimbulkan kerugun
sebenarnya secara dimensional untuk dapat memahami seba sehingga timbullah yang dinamakan
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" undang yang merupakan salah satu perwujudan sistem da

viktimisasi mﬁ.:oEB_ Artinya: penimbulan korban oleh w_mﬁ:ﬁ.N

sistem struktur yang ada, yang dimanfaatkan oleh E__.,

tertentu demi kepentingan sendiri atau orang lain.

'

Usaha penegakan hukum dilakukan oleh pihak swas _ ;
maupun pemerintahan secara individu maupim wm_oaﬁoﬁ W
Pelaksanaannya dilakukan berpedoman atau berdasarkan sua { |

sistem tertentu. Tindakan tindakan individual seseorang it
dipengaruhi oleh berbagai unsur suatu struktur sosial. m%ﬁ.ﬁ ;
antara lain: lembaga-lembaga sosial, nilai sosial, norma normal§

|

status, peranan dan kepentingan tertentu. Jadi dalam usaha

penegakan hukum, para partisipan bertindak berdasarks ]
pembatasan-pembatasan ter tentu yang diatur dalam undang

_“_

|
mempunyai kebebasan untuk memilih mematuhi at an tida |

struktur sosial tertentu. Memang benar bahwa para partisipa

mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dai i suatu mmm_“ma_. _

tertentu, tetapi pada hakikatnya, karcna situasi dan kondisi

tertentu ia lebih bersedia mengikai diri, demi kepentingan di
sendiri* atau pihaknya. Meskipun tindakannya itu cnnmngmms,
dengan keyakinannya. “

Selanjutnya, system struktur tertentu memungkinka ﬂ
adanya usaha  penegakan hukum yang, merugikan golongan]

atau individu tertentu dan tidak ditujukan untuk mencapai
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tiinoulian

bwalla manlul dhi kese)abteraan rakyat. Maka

s yang alhounlonr  viktimisasi  structural.  Artinya:

i menjal borlmi  bol  tlau monimbulkan  korban  atau

jupn dljmadtivmn benbong nlell anatu steuktur sosial tertentu serta

A olnioent-alelemnyn  Podhha/pendopat mengenai viktimisasi
T wvolurel Inl adalah peuilldian vikilmologi. Kata viktimologi

horaan! darl hwin Latin "efothmell yong berarti  korban  dan

A haln "wpgwa® yang beinil i pengetahuan studi.

Tolalt dthetshnl, uliwy perkombangan masyarakat
MOMBOWE pengaruls (sl pencrapan ketentuan-ketentuan

i pidama.  Mrodeugsi msyorakal  terhadap  suatu
| MO Iham eidann jouli wintu soal berubah. Perbuatan

g Climng wleh bewunune ftu sudah tidak semestinya
dlomng: Owwiels yany by mongenai hal ini ialah
divapuahannyr ivslioinn ool i} KUHP setelah Republik
InConeule Dowliel, misaluyn jusl 153 bis dan 153 ter, yang
wottl leDIs Jolaanya b ity lenglop.

Daag! |88 liw: Hmnulupa songja menyatakan secara
flaam, Jortulid atan olvugat gambor, yong berisi penganjuran
(rondomngan) atan pruglunigulnn bolk sccara tidak langsung,
WUAM  Detaysial Do seenrn  ferselubung,  untuk
mangganpgi betwitlon unum olaw untuk  menggulingkan
slatpin uiteb ey penpiosa di Nederland atau di
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Hindia Belanda, dipidana penjara setinggi-tingginya enam
tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah. :

Pasal 153 ter : Barang siapa menyiarkan, |
mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum Ezmmn_h_”
atau lukisan yang secara tidak langsung, dengan bersyarat
atau dengan kata-kata terselubung, menganjurkan |
(mendorong) atau menghangatkan untuk mengganggu |
ketertiban umum atau untuk menggulingkan ataupun untuk
menyerang penguasa dl Nederland dan di Hindia Belanda, |
dengan maksml agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh
umum, dipidana penjara setinggi-tingginya lima tahun atau
denda tiga ratus rupiah.

Perbuatan yang diancam dalam kedua pasal itu
didekriminalisasi berdasarkan Undang-undang No. I m&::...,
1946 pasal VIII. Dekriminalisasi adalah proses mana
&rzmzmwm:- mmEm._ sekali sifat dapat dipidanany.i suatu
perbuatan yang semula diancam pidana. Proses itu berakhir
dengan &rmvcmw.m::ua ketentuan yang bersangkutan dari
perundang-undangan. :

Kebalikan dari proses tersebut juga terjadi, perbuatan
yang semula bukan tindak pidana kemudiai i diancam dengan
pidana dalam undang-undang. Ini adalah proses kriminalisasi.

Misalnya dengan dibentuk nya undang-undang Tindak Pidana
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tkonomi (Undang-undang No.7/Drt/1955), ‘Undang-undanj,
tentang pemberantasan kegiatan subversi (Undang-undang
No.l/PPNS/1963), Undang-undang tentang pemberantasan
tindak korupsi (Undang-undaii)', No.3/1972), dan Iain-lain.'3

Dalam melaksanakan politik hukum, negara kita pada
dasarnya, tetap mempertahankan asas legalitas, sebagai asas
yang fundamental. Asas yanj", tercantum dalam pasal 1 wncﬂ_uu
ini pada pokoknya menghendaki adanya undang-unadng lebih
dulu sebelum suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak
pidana, yang pembuatnya dapat dipidana. Jadi diikuti asas
hukum yang tertulis. Betapapun tercelanya suatu perbuatan,
namun apabila pembentuk undang-undang tidak menyatakan
perbuatan itu sebagai tindak pidana, maka tidak mungkin
pembuatnya dipidana.

D. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

a. Pengertian Kebijakan/ Politlk Kriminal
| Prof. Sudarto, S.H., per5h dikatakan, bahwa politik
kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari
politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai

13
Prasaran. Prof. mjnmno, SH, pada Seminar Kriminologi ke I di
Semarang, yang berjudul Perkembangan Delik-delik Khusus tk Indonesia.
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. : tis hubungan itu dapat
kesejahteraan sosial). Secara skematis = ¢. Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan

digambarkan sebagai berikut : Kejahatan

Social Welfare Policy

1. Dari uraian dan skema -di atas terlihat, bahwa upaya

: penang-gulangan kejahatan perlu ditempuh _dengan
SOCIAL POLICY ToTAN pendekatan kebijakan, dalam arti:
Social Defence Policy _ a. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal
pennl I ' dan politik sosial;
Criminal Policy v b. ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penang-
Non-Penal H m " gulangan kejahatan dengan "penal” dan "non-penal.

Sehubungan dengan skema di atas, G. Pefer mom\:nmmw._

2. Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan

diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial

juga mengemukakan |
"Criminal policy as a science of policy is part Mm.sm&_
larger policy: the law o:on.ooE.a:m policy E oo___,
legislative and enforcement policy is in turn pa
social policy".

dan poroncanaan pembangunan (nasional),
terungkap dalam pornyataan-pernyataan sebagai
“berikut:

a Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila

Berdasarkan uraian itu. G.P. Hoefnagels memberikan m_noas_m

sebagai berikut: = - . hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha
Criminal Law am%c%ana wcom_u mengatasi - segi-segi negatif dari perkembangan

masyarakat/ modernisasi (antara lain
penanggulangan kejahatan, pen.), maka hendaknya
dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal
alau social defence planning, dan ini pun hams

|

tnerupakan  bagian  integral dari rencana
Influencing view of society Crime law _UBMNHM_WM _hwo:_ pembangunan nasional, 4
on crime and punisment aplication (practi
(mass media) " Sudarto. Op. cit, hal, 104,
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3.

b. W. Clifford pernah mengemukakan pada

"The 32™

International Seminar Course on Reform in Criminal
Justice" pada tahun 1973 di Jepang, sebagai

berikut:"
" ..On the one hand there is the need for a wider

view of criminal policy as an integral part of general
political and social policy-of a given country. It is a
reflection of local mores and customs and a by-
product of development. From this wider view-point
criminal policy cannot be something apart from the
more general social situation but must be developed
from it and through it".

Kongres PBB ke-4 mengenai Prevention of crime
and the Treatment of Offenders tahun 1970 yang

tema sentralnya membicarakan masalah "Crime and
Development" juga pernah menegaskan ;16

"any dichotomy between a country's policies for
social defence and its planning for national
development was unreal by definitions". :

L2

kebijakan integral yang

kebijakan penanggulangan

Bertolak dari konsepsi
itu, maka

tidak banyak artinya apabila kebijakan

demikian

kejahatan
sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru

menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen.

4. Dengan penegasan di atas jelaslah, bahwa dilihat dari

sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru

IS W. Clifford, Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East,
Resource Material Series, No. 6, UNAFEL 1973, hal. 7. I ninth UN

e ————

h i- -
arus di Bbmm:_a:% ialah menangan; masalak

atau kondisi -masalah

ongisi sosi

sosial secara lan "
gsung atau tid

langsung dapat Menimbulkan atay o

kejahatan. Ini F,.E&

masalah-masalah

menumbuhsuburkan
N wmamammsmw atau penggarapan
strategis dilihat am_m::“:u”ﬂﬁg posisi kunci dan
: " IK kriminal. O

"t adalsh Wajer abila Kongres PBB ke ,;__M_“_M MMM ;
sangat  mempeyaeoy o masalah  in; 0
pertimbangan 08y — :

crime nitlnn EEgﬁom_.

Dalam
"Crime trends and

antara lain dikemukakan 7
- bahwa masala) ke

untuk i"ncapaj, <92hatan merintangi kemai
semua orang; @ kualitas hidup yang ﬁm:SmmL__uMmm_w
- bahwa  stratey

pencegahan  kejahatan harus

didasark
an  pag, penghapusan  sebab-sebab dan

kondisi-kondisj

- bahwa pen
negara mwﬁwwww utama dari kejahatan dj ban k
dan &mwzsggggmw: sosial, diskriminasj me;
rendah,  peng, nasional, standard hidup yang

bebad -Ngour-an  d
(kebodghan) di g, > golongan wwmmn .hwﬂ@accﬁmwm_..:mmb

Seberapa  jauh faktor-faktor

e _h .
diidentifikasikan oly ondusif  yang

Kongres PBB ke 8 di
: -8 di .
dengan keadaan diy, Vrdiol: atas sesuaj

ranya

didukung oleh hyj masih  perlu

-hasil penelitian. Haj ini penting

Congress, Report, 1971, hal. 7.
'6 Fourth UN Congress, Report, 1971, hal. 7.
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17 Sixth UN Oo:mudmmu Wﬁﬁo
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djlihat dari sudut politik criminal yang rasional, karena
menurut Karl O. Christiansen, "the characteristic of a
rational criminal policy is nothing more than the

application of rational methods"?

Demikian pula
menurut G.P. Io.o.?mmo_m_ suatu politik kriminal harus
rasional karena kalau tidak demikian tidak sesuai
dengan definisinya sebagai "a rational total of the
responses to crime".

Sehubungan dengan perlunya dilakukan penelitian dan
peren-canaan yang rasional, "Guiding Principles" yang
dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 antara

lain menyatakan:'®

"Proyek-proyek dan program-program pembangunan

yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan

kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional,
hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat
diandalkan dan perkiraan/ramalan akan perkembangan
atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini
maupun di masa yang akan datang, termasuk
kecenderungan kejahatan, dan juga
didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh
dan akibat-akibat sosial dari keputusan-keputusan serta
investasi-investasi kebijakan (dalam arti pelaksanaan
kebijakan, pen). Studi-studi kelayakan juga harus
meliputi faktor-faktor sosial dan di-lengkapi dengan
penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-

18 United Nation, Guiding Principles, Op.cit., hal. 10 No. 17.

6

0

hendaknya

akibat  kriminogen serta strategi altematif untuk
menghindarinya.

Dari kutipan di atas jelas pula terlihat perlunya

lludl terhadap
perkembangan/kecenderungan Kn|ahatan (crime trend).

melakukan «.dan evaluasi

Beberapa dimensi perkembangan hltthutan yang
mendapat perhatian Kongres PBB mengenai Tim
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,

antnra lain sebagai berikut:

a. Kongres ke-5 Tahun 1975 di Geneva meminta
perhatian antara lain terhadap :

. "crime as business” yaitu kejah
. Jahatan yang ber-
tujuan mendapat keuntungan Emﬁamum Emo_m_i
kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada
umumnya dilakukan secara terorganisir dan
dilakukan oleh mereka yang mempunyai
kedudukan ter-pandang dalam masyarakat;

2. tindak pidana yang berhubungan dengan hasi
pekerjaan seni dan Wowmwmmzm _Eamuamu o_“..*m%mm
objek budaya atau warisan budaya;

3. kejahatan yang berhubungan dengan alkoh
dan penyalahgunaan obat-obatan; & ohol

4. perbuatan kekerasan antara ]
ekel perorangan {inter-
personal violence), khususnya &m xm_wmzmms
remaja;

5. perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional
dan internasional, yang biasa disebut dengan
perbuatan-perbuatan “ferrorisme” (catatan : ada
pendapat dari peserta kongres, bahwa istilah
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7. kejahatan  yang

"rerrorisme” dan "transnasional  violence"

jangan digunakan sebagai suatu sinonim);

6. kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas

kendaraan bermotor;

berhubungan dengan
perpindahan tempat (migrasi) dan peralihan

perpindahan  tempat misalnya mengenai
pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan
dokumen, mengeksploitir tenaga kerja, pelacur
dan sebagainya. Masalah-masalah  yang
berhubungan dengan pengungsi antara lain

masa-lah pengalihan bantuan dan masalah

spionase;

8. kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

b. Di dalam Kongres ke-6 Tahun 1980 di Caracas,

masalah "crime trend” dibicarakan dalam Komisi L.

Dengan masih tetap memperhatikan hasil Kongres

ke-5, dalam laporan Komisi I Kongres ke-6

ditegaskan, bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat

membahayakan dan merugikan tidaklah hanya

kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, orang dan harta ,.
benda, tetapi juga "penyalahgunaan kekuasaan"

(abuse of power). Ditegaskan pula, bahwa white

collar crime dan economic-crime cenderung menjadi

terorganisir dan bersifat transnasional.

“pengungsi akibat bencana alam dan peperangan; |
masalah-masalah yang berhubungan dengan

¢. Di dalam Kongres PBB ke-7 Tahun 1985, antara lain

dimintakan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan
tertentu yang dipandang membahayakan seperti
"economic  crime",  "environmental offences”,
"illegal trafficking in drugs”, "terrorism" dan
"apartheid”. Sehubungan dengan peranan dari
pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan
teknologi, Kongres ke-7 juga meminta perhatian
khusus terhadap masalah “industrial crime .
khususnya yang berhubungan dengan masalah :

- kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
(public health);

- kondisi  para
(labour conditions);

- cksploitasi  sumber-sumber alam  dan
lingkungan (the exploitation of natural
resources and the environment);

- pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan
barang dan jasa bagi para konsumen (offences
against the provisions of goods and services to
consumers).

peketja/buruh/karyawan




Lt

d. Dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba,

antara lain masih disoroti di
bicarakan pada kongre
beberapa penekanan antara lain :

= ",
1. masalah tyrban crime’,

2. crime against the nature and the

environment;

,.,,

3. "Corruption"” keterkaitannya amﬂmaw
gconomic crime, organized crime, 1 o
narcotic  drugs  an

i in an
MMMWMMMWF substances, termasuk jugt
masalah "money laundering”; ]

4. crimes against movable cultural properi
. (cultural heritage);

Computer related crime;
Terrorism,

Domestic violence;
Instrumental use children in criminal
. activities;

w N W

Khususnya mengenai masalah korupsi, Konges

8 menyatakan sangat perlunya hal ini diperfmtk

mengingat "corrupt activities of public officl

a) dapat Boumdmsmﬁwmu mmnﬁ?:”w_ %?
dari semua jenis program pem :

mensi kejahatan yang &» :

i3

s-kongres sebelumnya dengan |

destroy the potential effectiveness of all
types of governmental programmes);
b) dapat mengganggu/menghambat
pembangunan (hinder development);
c) menimbulkan korban bagi individual
2 maupun kelompok (victimize individuals
and groups).

7. Di samping perlunya memperhatikan berbagai aspek

sosial dan dampak negatif dari pembangunan serta
perkembangan/ kecenderungan kejahatan (crime trend)
seperti dikemukakan di atas, kebijakan integral juga
cmnE.m perlunya memperhatikan korban kejahatan. Hak-
hak korban harus juga dilihat sebagai bagian integral
dari keseluruhan . Dalam istilah Kongres PBR ke-7 di
Milan dinyatakan bahwa "victim's rights should be
perceived as an integral part of the total criminal
Justice system”. Pengertian korban hendaknya tidak
dilihat semata-mata dari sudut individual atau menurut
perumusan abstrak dalam perundang-undangan yang
ber-laku, tetapi dilihat juga dalam konteks yang lebih
luas. Dalam Kongres PBB ke-7 dimohon perhatian
terhadap korban dari adanya perubahan  perundang-
undangan, korban dari penyalahgunaan kekuasaan
tan .korban dari pelanggaran terhadap standar-standar

yiang diakui secara internasional. Secara khusus
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Kongres memohon pula perhatian terhadap wanita
sebagai korban kejahatan karena mereka mudah men-
jadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan
tindakan-tindakan  kekerasan E.cmmm:uhm dalam

masalah seksual (sexual assault) dan tindak kekerasar

dalam rumah tangga (domestic violence). Ditegaskan
dalam Kongres itu, bahwa kekerasan terhadap wanita,
baik secara nyata maupun ter-sembunyi. mw_
membahayakan secara serius perkembangan sosial

dari wanita. Oleh karena itu ditegaskan, bah .,

menanggulangi masalah ini merupakan "the be

interest ~ of  society  generally”. Mengenil
penyalahgunaan kekuasaan, kongres meminta perhatifl
pula akan pengertian yang luas. H.vo:u‘m_m:m::_.___
kekuasaan tidak hanya penyalahgunaan kewenang
::.w:E, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan ekonoll
Bahkan . sebagai  akibat

pengaruh dari suatu kebijakan di bidang tenagd Ki

adanya korban

yang mengganggu lapangan  pekerjaan
menciptakan adanya pengangguran, dapat  dilll
sebagai "abuse of power" dalam arti luad
dokumen A/CONF. 121/C. 2/L. 14 No:ma.‘ ]

Masalah perlindungan terhadap hak-hak asay

Kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan juga
masih dibicarakan dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 dj
Havana, Cuba (lihat dokumen A/(,ONF. 144/C. 2/L. 5)

mengenai "Protection hiumn iti/hir. ol victims of crime

and abuse of power".

Upaya penanggulangan  kejahatan yang integral
mengandung  ihwa masyarakat dengan  seluruh
potensinya harus juga di pandang sebagai bagian dari
politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres
PBB pun menekankan, bahwa “the over qlf
organization of society should be consunity dered as
anti criminogenic” dan menegaskan bahwa “community
were the basis for crime prevention programmes” QOleh
karena itu dipandang perlu untuk membina dan
meningkatkan efektivitas “exsrq legal system" atau
ada di  masyarakat dalam
usaha  penanggulangan kejahatan, antara lain kerja

“informal lent" yang

sama dengan organisasi dan keagamaan, lembaga-
lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada
di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan "extra
E.Sm system” atau  "informal system”, maka di dalam
"Ouiding Principles" yang dihasilkan Konuios PBI} ke«

/ Juga diberikan pedoman mengenal “tradition, (i (iin
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of social control” sebagai berikut:

BAB III
GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA

i i res  are
"When new crime  prevention — measu

introduced, necessary precautions

should be taken rotil KOTA PALEMBANG

to disrupt the smoot _and_effective fungtioning ¢

traditional . nt
preservation_of cultural identities

stem, full attention being paid to thel

and the protection o , A. Sejarah MUI Kota Palembang

human rights"”

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis
yang menghimpun paraulama, zuama dan cendekiawan
muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-
langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita
B bersama, Emmm:m ulama Indonesia kota Palembang merupakan
Otganisasi para ulama yang berdiri tidak sendiri, tidak terikat

| Oleh salah satu partai politik matpun golongan, dan dalam

Operasinya bersifat koordinatif, konsultatif, imformatif, dan
pengayoman. Dalam melakukan operasinya diluar tugas pokok
tin fungisi serta kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang-
mong Islam lainnya

Majelis Ulama Indonesia kota Palembang berdiri pada
Rl 1985, Dalam perjalanannya selama 27 tahun, Majelis
Wit Indonesia kota Palembang sebagai wadah musyawarah
Barn nlomg, zv’ama dan cendekiawan muslim, berusaha untuk

Bonlwrllian bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam

ewillkan kehidupan beragama dan bermasyarakal yang

gialiinl Allat SWT, memberikan nasiliat dan fhiwa mengonal ,




masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah

dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi

terwujudnya Ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat = §
beragama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa
serta menjadi penghubung antara ulama dan (pemerintah) dan

penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna
meningkatkan

mensukseskan ~ pembangunan  nasional,
hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam a",_‘,_._,
cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan a“_‘_m_
tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam aosmmu_f
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
Tugas pokok Majelis Ulama Indonesia adalah BEEH._.,,.q
dan membimbing umat untuk meningkatkan iman A_ |
pengalaman ajaran-ajaran agama Islam yang mewujudkil _
masyarakat yang aman, adil, dan makmur ruhaniah d
jasmaniah sesuai dengan pancasila, Undang-Undang D
1945 dan garis-garis besar haluan negara yang diridhol ol
Allah SWT. Adapun fungsi Majelis Ulama Indonesit a2
mm_mq_c»:.m adalah: _
1. Memberi fatwa dan nasehat masalah keagami _.‘__,
kemasyarakatan, kepada pemerintah dan umat |
umum sebagai amal ma’ruf dan nahi munkar, (i

usaha meningkatkan ketahanan nasional.

70

2 :
Memperkuat uthuwah 741

antiyak dan memelihara
meni
ningkatkan suasana kerukunan antar ymat beragama
d j _
alam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat
beragama m

Penghubung antara ulama dan umara (pemerintah)

serta  menjadi  penerjemah timbal

guna

balik antara

pemerintah  dan  ymat

mensukseskan
pembangunan nasional,!®

B.
Susunan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota

Palembang masa khidmat 2011-2016:
w 3 . . '
Dowan Pimpinan Harian Majelis Ulama Kota Palembang
I, Ketua umum : Drs. KH. M. Saim Marhadan

__Ao:_m I :KH. Achsanuddin, BA

Ketua I1 : Drs.H. Asnal Olon

ma:_: 111 : Drs.H. A. Anshori Madani, M.Sj
_..&:5 v : Drs.H. Muhammaddin Komar M.Hum
Kotun v : HM.Y. Ishak Hasan, SH o
Ketun VI : Drs.H. Haitami AZ, MM

Kotua vin * Drs. KH. Kins. Kamaluddin

Ketun VI * H. Syairozi, SH., M.Hum

w. Al MUT Kota Palembang
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Keta IX : H.M. Isa Sakum

Ketua X : Drs. H. A. Zainuri, M.Pd.l
2. Sekretaris Umum  : H. Ikral, S.Ag. MM

Sekretaris : Drs. Nuhdi Alwie

Sekretaris : Kgs. Ahmad Riduan, S.Ag

3. Bendahara Umum : H. Ekik Salim, SE
Bendahara : HM. Hoyin R, SE. MM
Bendahara : Khosun Isnanto, S.Ag

Komisi-Komisi Majelis Ulama Kota Palembang
1. Komisi Fatwa
Ketua "+ KH. Abdul Khoir Imron
Sekretaris : Ahmad Saleh MS, BA
Anggota :KH. As’ad H. Balkhi _
Ust.H. Herwin Zarkasih H. Abas

2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan
Ketua : Yosmar Musianto, SH
Sekretaris : H.A. Salam Ahmad, SH
Anggota : Drs. H. Syukri, SH

Wanhar Rozak, SH
Drs. Kms.H. Agus Muslim
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- Komisi pengkaiian dan Pengembangan

Ketva  .py Mursyid

Sekretaris : prg . Idham Syukri

Anggota : Nazwa] Ardani, S.Ag

Drs. Ikhsan Baijjuri -
3 Hajaji Musaddad, S.Ag

Komisi Perdidikan dan Kualitas SDM

Ketua ,ppg Maruzi Tarmizj
m@xﬂoﬁmam.“ H. Suparman Badary
Anggota +Suanto, S.Pd

H.M. Hirzil Imani, S.Ag
H. Baizunsyah

Komisi Petberdayaan Keluarga, Perem

Ketua puan dan Pemuda

- ‘Dra. Hj. Suramun Hasp;
Sekretaris ".mcimmcm? S.Pd.I
ﬁbbmmoﬁ Hj. Mariah Mustain

ij. Ondiana, SAg
labidah, S.Pd.I

Yukainah
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6. Komisi dakwah
Ketua : H. Amiruddin Muslim Anshori
Sekretaris : R.M. Zainuddin Muhammad
Anggota :Drs. Abu Bakar
Drs. Asef Syarifuddin
Hj. Nurlela Zamhuri

7. Komisi Ekonomi dan Produk Halal
Ketua : Drs. Alhidir, M.Si
Sekretaris : Ilyas, S.Ag
Anggota : H. Nasrun Romli

Dr. HK.Agus Azhari
Dr. H. Zulferi Suratman

8. Komisi Hubungan Antar Lembaga
Ketua : Musyawir, M.Ag
Sekretaris : M. Nizar, S.Ag
Anggota : Drs.H. Mohammad Daim

Drs. Warning Burhan
Drs.M. Daim
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9. Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Antar Umat Beragama
Ketua : Drs.H. Mursyidi GA
Sekretaris : Drs.H. Izudin Asnawi
Anggota : H. Ismail Nawawi
Drs.H. Abasran Jabar

Hj. Sumiati, M.Pd.l

10. Komisi Informatika dan Media Massa
Ketua : Drs. Gusjanjara
Sekretaris : Drs. Subari
Anggota : Untung Sarwono, S.S0s

Chandra Latuconsina
H. Subki Sarnawi, S.Ag

Umﬂﬁ:Woammm__ﬁg&m_mmd_mﬂmm:._o-.ommwHmoﬁ
Palembang . .
Ketua : Drs.H.M.Husni Thamrin, MM
Wakil ketua  : 1. Dra.H. Rosyidin Hasan, M.Pd.I
2. Drs,H. Abi Syujai Said

3. Drs.H. Azhari Said

4. Drs.H. Johan Safri

5. Drs,H. Mardhi Abdullah
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Sekretaris
Anggota
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LN 4

: H. 1kral, 5.Ag., MM
: 1. R.H Ismail Akib, S.Sos

2. Drs.H. Abdullah Sani

3. Drs. Zainuddin Ismail

4. Drs.H.Ibrahim Arsyad

5. IrH.Apriyadi S. Busri, CES
6. H. Eka Juarsa AS, S.So0s.,M.Si
7. Ust. H. Achmad Umar Thoyib
8. Drs. H.Azmi Ahmad

9. Drs. H. Musaddad Kholil

10. H. Shinta Raharja, SH.,SE
11. Drs. H. Syahabuddin Zuhry
12. HM. Ali Hasan

BABIV
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
MARAKNYA PREMANISME DAN CARA
PENANGGULANGANNYA
DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI
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A. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dan

cara penanggulangannya dalam kajian kriminologi

a. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme

dalam kajian kriminologi

1, Faktor Politik

Politik adalah permainan kekuasaan. Dalam masyarakat
yang tidak berhukum (hukum rimba), melarat dan berbudaya
rendah pun, politik tetap ada. Didalamnya terdapat segala cara
untukmeningkatkan kekuasaan individu atau kelompok.
Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakot
menyadari bahwa kekuasaan setiap individu porlu i koniro]
oleh hukum maka hak dan kewajiban tiduk dltentukon oleh
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yang berkuasa, melainkan orang yang diakui bersamg tha
suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mEngj:
pemikiran hak untuk berpindah dari suatu individy kepad,
individu yang lain. Suatu usaha pasti menghasilkan suay
pertambahan nilai (bila dilaksanakan secara benar) maka Siste
ini berpotensi menaikkan tingkat hidup atau kesejahterag,
masyarakat. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari sy,
masyarakatyang berkembang sejalan  dengan  kesadaran
masyarakat tentang hall yang baik, luhur, indah g
sebagainya. Didalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama,
sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya.?’

Keempat hal di atas merupakan indikator kesuksesan
dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa. Masing-masing
berurutan dan secara umum tidak bisa dibolak-balik, namun
satu sama lain saling mempengaruhi. Suatu bangsa yang
sedang berkembang maju, tujuan akhimya adalah kemajuan
budaya. Sebab, disitu terletak “gengsi” suatu masyarakat Bila
direduksi sampai menjadi individual, budaya ini bisa di

umpamakan sebagai dignity atau kemulian jiwa seseorang

Didalam kata “budaya” terkandung supremasi perkembang®!

manusia dalam tahap pengembangan paling tinggi. Didalamn)®

207 . oo
Lihat uraian, Hadijah Umar, Politik Hukum, Ekonom dan Buday? e om.
Indonesia, dikutip dari internet tanggal 23 Oktober 2004, WWW.Y ahoos

78

candung makna peradaban (civilization), yang membuatnya
ter

erletak P ada po .
g akan pentingnya hal itu. Penulis sering

litik yang paling jauh dari dunia margasatwa.

Memaﬂdan

mengungkapkan pe
g ada di dalam agama. Islam pada khususnya. Selain itu,

rkembangan pemahaman tentang nilai-nilai

yan
penulis berpendapat bahwa perkembangan budaya sudah

mencapai tahap tertentu.
Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di
perbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia

yang sangat lemah. Ditambah lagi berbagai bentuk diskriminasi

dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik

dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan
budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan
umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi
kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.
Penduduk yang mendiami wilayah negara Republik
Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di
negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan
timbulnya berbagai konlik dan kekerasan di Indonesia. Periode
yang ottoritarian yang intens selama empat dasawarsa pada
masa Orde Lama dan Orde Baru telah menghasilkan sistem
hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara

langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah
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membentuk kesadaran, perilaku dan struktur sosial yang
bersendikan pada kekrasan sebagi norma utama.wajah hukyp,
di Indonesia adalah biografi kekerasan yang dilakukan selam,
bertshun-tahun.

Politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakay
dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung
jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip
hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadailan,
solidaritas fairness, demokrasi, kesetaraan dan cita ras
tangeung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bemegara. Tetapi dalam banyak bidang, prinsip-prinsip itu
tampaknya makin diabaikan bahkan ditinggalkan oleh banyak
orang, termasuk oleh para politisi, pelaku bisnis dan pihak-
pthak yang punya sumber daya serta mempengaruhi di negeri
ini. Yang berlangsung sekarang, politik hanya dipahami
sebagai sarana mencapai dan mempertahakan kekuasaan atau
menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk
menenangkan kepentingan kelompok. Kepentingan ekonomi
dan keuntungan finasial bagi pribadi pribadi dan kelompok
menjadi tujuan utama. Rakyat sering kali hanya digunakan
sebagai sarana untuk mendapatkan dan mempertahankan
kepentingan dan kekuasaan terscbut.
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politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat utama
0

K mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan
untu

polltik uang,
iustru orang-orang yang

Jkonomi untuk memperjuangkan  kesejahteraan rakyat.
¢

Bukankah dengan demikian martabat bangsa tidak dihormati

rakyat di tipu, kepercayaan rakyat dikhianati,
mempunyai otoritas politik dan

dan kedaulatan rakyat dirampas untuk menjamin kepentingan
pribadi atau kelompok. Lemahnya penegakkan mengaburkan
pemahaman nilai baik dan buruk yang pada gilirannya
mengumpulkan kesadaran moral dan perasaan bersalah. Jika
hal-hal itu disadari, orang menjadi tidak peka dan menganggap
semua itu wajar-wajar saja. Kerusakan hidup bersama juga
disebabkan dan sekaligus menghasilkan penumpulan hati

nurani.

2. Faktor Ekonomi

Didalam laporan lokakarya yang diadakan pada bulan
Juni 1974 oleh UNSDRI (United Nations Social Defense
Research Institute) telah dibahas .seperangkat hipotesa
mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau  krisis
ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang

lain, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan
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untuk mengenai penyimpangan melalui lindakamtindaka"

pengamanan sosial.

Pelbagai jenis situasi gangguan ekonomi dikaji dalap,
bagian-bagian yang terpisah: krisis-krisis yang parah termasgyy
yang disebabkan bencana alam; krisis gradual dan siklikal Yang
tercermin  dalam  inflasi, resesi dan mis-employmen;.

kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis,

Istilah krisis yang dimaksdukan adalah suatu konsep
umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari
suatu jenis resesi, terlepas dari apakah ada atau tidak inflasi
yang mempeburuk keadaan tetapi justru juga krisis-krisis
tertentu dan krisis lokalyang mungkin terjadi akibat bencana
alam, krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu
masyarakat dalam take-off ke era industri dan krisis yang
melekat pada salah uruns pada bidang politik-ekonomi.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-
diskusi itu antara lain:

Pertama, pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif,
walaupun berbeda-beda dengan angka laju tang tinggi
dari sebagian besar kategori kejahatan-kejahatan yang
dilaporkan;

Kedua, melalui pengukuran inikator-indikator ekonomi pade

tingkat makro yang tercermin dalam pengangguran-

82

Kelemahan bisnis serta hilangnya daya beli dapat
ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian
pesar kategori kejahatan yang dilaporkan;
Ketiga, tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan
pcningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai
dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;
Keempat, kejahatan-kejahatan “primer” yaitu kejahatan yang
secara langsung berhubungan dengan disfungsi

ekonomi berkorelasi

dengan kecenderungan dan
terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan
konkrit serta harapan-harapan yang mengalamifrustasi.
Diantara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang
meningkat adalah:
- Kejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadahan
dan penipuan konsumen;
- Pelanggaran norma kriminal;
- Pelanggaran-pelanggaran lain, seperti: alkoholisme.
Kelima, sering kali masalah yang paling serius dihadapi adalah
gejalah kejahatan “sekunder” yang terjadi apabila
kejahatan “primer” yang berkaitan degan krisis
krisistidak terkendalikan atau diampuni (mislanya
dalam hal penyalahgunaan hukuman) atau ditindak dan

dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal
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terkhir, karir penjahat individual lebih diperkuat dun
kejshatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis

semakain memperoleh dorongan.

Sesunggunhya penelitian-penelitian tentang hubungay
antar buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis.
jenis kejghatan tertentu telah diselidiki oleh para ah|
kriminologi sekitar akhir abad ke-19. pada tahn 1967, G. Von
Mayr membuktikan adanya hubungan antara pencurian dengan
fluktuasi harga gandum. Kemudian W.A. bonger pada tahun
1917 dengan bahan-bahan dari 18 negara Bonger di samping
“kesulitan subyektif” seperti pengangguran merupakan hal
yang menentukn.

Sedangkang beberapa hipotesa yang dikembangkan
dalam beberapa tahun terakhir antara lain memusatkan
perhatian pada hubungan antara seringnya terjadi kejahatan
dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi. Hal
ini dihubungkan pula dengan kejahatan-kejahatan yang
dicetuskan oleh kecemasan akibat rasa ketidakamanan
ekonomi. Disamping itu pula hubungan antara besar kecilny?
dukungan sosial bagi individu yang mengalami tekana?
ekonomi dengan tinggi rendahnya angka laju kejahatan

Dengan begitu perkembangan kuantitas dan kualitas jen®
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dalam masyarakat dikaji dalam

kejahatan tertentu  di

pubungannya dengan intensitas, kegawatan dan lamanya suatu
krisis ekonomi.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi
peberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang
kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung
ekonomi terhadap kejahatan, yakni:z'

a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja

akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industry
illegal;
b. Terdapatnyabentuk-bentuk  “innovasi”  sebagai

akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-
tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural
untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran
ekonomi, banyak earga masyarakat yang kurang
mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan
sosial dan “innovator” potensial yang cenderung
mengambil bentuk pelanggaran hukum;

¢. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi akibat
dapat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor

ekonomi yang sah;

n N
Mulyana, W. Kusuma. Kriminologi dan Masalah Kejahaian. Armico.
andung 1984, him. 34
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d. Pada beberapa tipe kepribadian tertenty, Krisis
ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karen,
adanya hambatan

atau  ancaman

terhadap
pencapaian cita-cita dan harapan yang pyq,
gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perila,
agresif;

e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalam;
tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bag;
pengembangnya sub-kebudayaan delinkuen;

f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan
pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang
menganggur dan kehilangan  penghasilannya
cenderung untuk menggabungkan diri dengan
teman-teman yang menjadi pengangguran dan
dengan demikian lebih memungkinkan dirancang
dan dilakukannya suatu kejahatan.

Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan-
kejzhatan serta pengendalian sosial mereka yang pada dasamya
mencerminkan taraf toleransi sosial yang ada, terdapat
sejumlah perunjuk bahwa di bawah kondisi tekanan-tekanan
ckono-mi, taraf toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional

cenderung rendah.
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3. Faktor Penegakan Hukum
Penegak hukum atau orang yangbertugas menerapkan
hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab
menyangkutpetugas pada strata atas, menengah, dan bawah.
Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum.
Petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman,
diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup lingkup
tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakkan hukum dimaksud,
kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal
sebagai berikut:
a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-
peraturan yang ada?
b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan
memberikan kebijakan?
¢. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan
oleh petugas kepada masyarakat?
d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi
penugasan-penugasan yang diberikan  kepada
petugas sehingga sehingga memberikan batas-batas

yang tegas pada wewenangnya?
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Masalsh-masalah yang umum yang diungkapkan

atas, masih bertambah: untuk sementara ini hanya disebutkg,
contoh-contoh sebagai berikut.

&8

a. Di berbagai ibukotaprovinsi di Indonesia, Misalny,
Palu, jarang sckali terlihat diambilnya tindaka,
techadap pejalan kaki yang seenaknya menyeberang
jelan. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, ad,
kecenderungan yang sangat kuat, bahwa yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang ditindak.
Padahal ada peraturan-peraturan yang dikenakan
terhadap para pejalan kaki, yaitu dalam Pasal 9 dan
10 PP Nomor 38 Tahun 1951. Di dalam pasal 108
dari PP tersebut, ada ancaman hukuman terhadap
pelanggar pasal 9 dan 10 ayat (2), yang oleh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 diklasifikasi
sebagaiperistiwa  tindak  pidana  pelanggaran.

Mengapa petugas lalu lintas di wilayah ini hamper-

hampir tidak pernzh menerapkan ketentuan-

ketentuan tersebut, akan tetapi lebih cenderung
tmtuk_ menerapkan pasal 359 dan 360 KUHP
terhadap pengemudi kendaraan bermotor apabils
terjadi  kecelakaan lalu lintas yang melibatkan

\umburan antara kendaraan  bermotor dengan

pejalan kaki.

 Ada perkembangan baru soal peradilan yang

menyimpang di Sulawesi Tengah, pada persidangan
22 kasus di Parigi pada tanggal 15 Maret 2003.
Siding dimaksud hanya dilaksanakan oleh Majelis
Hakim sekitar setengah hari sebagaimana yang
dianalisis oleh Palu Justice Watch (PJW), hasil
temuan itu di tindak lanjuti lagi oleh wartawan
Radar Sulteng, Tempo dan dikutip oleh beberapa
wartawan, baik local maupun nasional. Dari hasil
temuan dimaksud  berkesimpulan  bahwa
kemungkinan besar terjadi penyimpangan dalam
hukum acara pidana, oleh karena adanya pengakuan
dalam bentuk keluhan salah seorang hakim
mengenai  banyaknya perkara yang harus
diselesaikan dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Palu, demikiah juga pengakuan atas

kekeliruan atau kekhilafan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan singkat dari kasus di atas,
faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan
hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak
hukum rendah maka aka nada masslah. Demikian pula
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sebaliknya, apabila Peraturannya buryk

, sedangkan kual;
Petugasnya baik, mungkin pula timby] masalah -

~masalah,

b Penanggulangan
kriminologi

premanisme  dalam Kajia
Ussha pemberantasan kejahatan telah dan fen,
dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah Maupup
masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupa
bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negay
manapun kejahatan dapat saja terjadi, sepanjang dalam negana
itu manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang
berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain.2
Mencegah kejahatan berarti menghindari masyarakat
dari jatuhnya korban. Penderitaan serta kerugian-kerugian
- lainnya. Meskipun dalam hal pencegahan ini tugas Jaksa tidak
secara langsung tersangkut dalam kegiatan, namun secan
nasional kiranya perlu ada perhatian. Kegiatan pencegahan
kejahatan seperti:
1) Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang
telah ada. (ini telah dilakukan oleh pemerintah antars

lain siskamling)

. L "
2 Ga050, Psikologi Forensik, Dikiat Pendidikan pembentukan jaksa,
Jakarta, 1986. him. iv.
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engurangi scgala macam
han serta usaha m
2) Pencegd

isasi sosial.
disorgamsasl sosia '
Depdiknas, Tenaga Kerja, Pramuka dan

(ini dapat ditangani oleh Dept.

Sosial,
sebagainya) '
3 pcn‘ggalakkan penyuluhan Hukum dan Pemberian

Bantuan Hukum

Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak
langsung:
1) Yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum

tejadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakn dan

diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi

kegiatan:

a. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana
fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan
objek dengan berbagai sarana pengamanan;

pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi,

dan lain-lain.

b Pemberian pengawal/penjaga  pada  objek

kriminalitas,

MC“SUfﬂngi/menghilangkan kesempatan  berbuat

kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah
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- Perbaikan  lingkungan

penerang lampu, mengubah bangunan, jal,,

dy
taman sedemikian sehingga mudah diawas;i "’

yang  merupak,,
yang  mempengany,
terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan Systen

perbaikanstruktur  sosial

ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang,

. Pencegahan hubungan-hubungan yang  dapy

menyebabkan kriminalitas, Misalnya mencega
hubungan antara si pelaku dan si korban.
Penghapusan peraturan yang melarang  suay

perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

b, Perbuatan peraturan yang melarang dilakukannya
suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya
ancaman hukuman.

¢. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan
seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan
sosialnya.

d. Penimbulan kesan adanya pengawasan/penjagaan

pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

B. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dan

cara penanggulangannya dalam pandangan Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

2) Yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah
dilakukan kriminlaitas yang antara lain meliputi:

a. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme

a Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab

bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri,
kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang
lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain
bila ada dugaan akan/terjadiﬁya suatu kriminlaitas,
akibat kriminalitas, '

dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kota Palembang

1. Lemahnya Iman

Iman memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan
kepribadian . seseorang dan membersihkan dirinya dari
kccenderungan pada kebejatan atau kekejian. la menjadi
Simulus terkyat yang mendorong seseorang untuk menjauhi

berbagai bentuk perilaku kejahatan dan hal-hal terlarang, di
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samping menjadi motivator yang men

memperbanyak berbagai bentuk kebijakan ¢

Seorang mukmin sejati  dengan demikian k

. .. . a
menjauhkan diri dari berbagai kenistaan dan dosa se}, ban
ab i3

ggu gahny'd u"luk
an kebaikap 2

meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa Aljgh
memperhatikan dirinya dari segala situas; dan kondisinya

E’, s L
....... ‘.:5 (A 0{,\ Ao 3
Hajtlzg 4D)ia bersama kamu di mama saja kamu berada...(a-

@ 0353k o8 EYy ..

..... Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu.(an-Nisa’: 1)

Seorang mukmin sejati meyakini bahwa Allah

mengetahui segala yang terjadi di semesta raya ini, termasuk

apa yang bergejolak dalam diri manusia dalam bentuk hasta!

atau kecenderungan dan apa yang terkandung dalam pikira
.Allah berfirman:

2 Sa%im Marhadan (Ketua MUI Kota Palembang)
94 )

Mahy

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang
tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. (Q.S. Ali-

Imran: 5)

- Kebaktian, Ketaqwaan.dan Keimanan

Kebaktian merupakan penyempurnaan
keimanan, bahkan ia adalah iman itu sendiri. Karena
itu, ketika ada seseorang yang mendatangi Abu Dzar
dan menanyakan ihwal keimanan, ia menjawab bahwa
iman berarti kebaktian. Ketika si penanya tidak puas
tidak puas dengan jawaban tersebut dan menyatakan
bahwa bukan itu yang ditanyakan, melainkan keimanan,
Abu Dzar pun menjelaskan kepadanya bahwa dahulu
ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah dan
mengajukan pertanyaan persis seperti yang ia tanyakan,
dan beliau menjawab bahwa iman berarti kebaktian.

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Quran yang
berbunyi:

7 R T G IR P I
Ml TG 4G e G AT 55
‘522’ e o QU i :e;.fyg sJl
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“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan
barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi
dan memberikan harta yang dicintainya kepada
kerabamya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakar)

hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan

zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila

ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam

kesempitan, penderitaan dan dalam peperanga’
mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan
mereka Itulah orang-orang yang bertakwa " QS &
Bagarah: 177)

Perbedaan Grafik dan Keimanan
rarti komitmen kuat untuk membenarkan

Iman be

segala yang diinformasikan Rasulullah. Dari aspek ini,
jman tidak mengalami penambahan atau penurunan,

sebagiaman pendapat ulama ahli kalam, akan tetapi jika
di pandang dari aspek lain bahwa iman tidak sempuma
kecuali disertai dengan amal maka tingkat keimanan
pun menjadi berbeda-beda antara satu manusia dengan
manusia yang lain sesuai dengan amal shaleh yang
mereka lakukan dan akhlak-akhlak mulia yang mereka
jalani.
Oleh karena itu Rasulullah bersabda:

Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah

mereka yang paling bagus akhlaknya.*

Dalil lain yang menunjukan keberagaman tingkat
keimanan antar antar manusia sesuai dengan pengaruh
yang ditimbulkan dalam diri mereka dan su/uk maupun
perbuatan yang dikaukan adlah informasi Rasulullah
bahwa iman merupakan pokok yang memilki banyak
cabang kebaikan, diantaranyé malu, Diriwayatkan dari

Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah bersabda:

 Al-Muntakhab min as-Sunnah. /392
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Iman ada enam peluh sekian cabang, dapn g
aly

adalah satu cabang dari iman. (HR. al"Bukhari)

- Iman dan Peneladan Rasulullah

Iman memiliki pengaruh besar dalam hgy;
mukmin. la menuntut seseorang untut meneladan
Rasulullah dalam menghiasi diri dengan akhlak yang
luhur dan mulia. Hal itu merupakan buah kecintaan
(mahabbah) pada Allah dan Rasul-Nya  yang
mewujudkan kesempurnaan iman.

Allah  telah  memberitahukan  kewajiban
meneladani Rasulullah dengan mematuhi segala hal

yang diperintahkan dan dilarangnya. Allah berfirman:
e KG G 6,08 LT KR T L

... @pa yang diberikan Rasul kepadamu, Make

terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu,

Maka tinggalkanlah......(Q.S. al-Hayr: 7)

Segala  yang  diperintahkan  Rasulullah
mengandung kemaslahatan bagi umat ini, dan scgald
yang dilarangnya jika dijauhi juga akan mendatangka?
kebahagian. Hal itu dikarenakan Rasulullah memang

diutus oleh Allah untuk mengarahkan segenap umat
manusia pada segala hal yang mengandung kebaikan
dunia dan akhirat. Perintah-perintah dan larangan-
jarangan ini diterimanya dari Sang Maha Bijaksana. l-agi
Mengetahu segala sesuatu yang terbaik untuk manusia

dari segala aspek dan sisinya. Allah berfirman:

@ 55723 N15a bl @ T e Bl Us
“dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran)
menurut kemauan hawa nafsunya.ucapannya itu
tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya)”. (Q.S. an-Najm: 3-4)

- Iman dan Memberantas kemungkaran

Setiap pelaku tundak kenistaan berarti telah
berbuat kemungkaran, dan keimanan yang sempurna
kepada Allah menuntut keharusan melawan dan
membasmi segala bentuk kemungkaran dengan
kekuatan tangan atau melalui lisan (teguran), atau
sekadar melakukan perlawanan dalam hati sesuai
dengan batas-batas kemampuan dan kapasits masing-

masing. Para ulama menentang kemungkaran dengan
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kekuatan lisan serta dengan komitimen menyuaryy
kebenaran dalam dakwah mereka. "

- Iman dan Jihad di Jalan Allah

Ketika kalangan anti-Islam mengusik bahkan
menyerang masyarakat islam dengan tujuan menginjak-
injak kehormatannya atau mermapas hak miliknya dan
merendahkan martabat rakyatnya maka masyarakat
Islam akan melakukan perlawanan hingga titik darah
penghabisan.

Allah menjanjikan surga kepada orang-orang
mukmin yang berjihad di jalan-Nya. Jika mereka gugur
syahid dalam perjuangan mereka menegakkan kalimat
Allah. Sebagaiman firman Allah:

,s-2E

Sl Topadadl 7 oZET @ G
J““d\))d: ;f.;J\,.GJ\_)L,r_‘L
du,.q;\.w, \),LAJJ‘J,LM;»

codgn 34 00 o‘ ] J-£315 %3 ]

« Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-
orang mukmin diri dan harta mereka dengan

untuk mereka. mereka

memberikan  surga

berperang pada jalan Allah; lalu mereka
membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi)
janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil
dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati
janjinya Allah?  Maka
bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu

(selain)  daripada

lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”.

(Q.S. at-Taubah: 111)

Semua ini-menu.njukan bahwa jihad di jalan Allah
merupakan indicator kesempurnan iman dan posisi
besar yang dinikmati orang-orang yang berjihad di jalan

* Allah.,

2. Lemahnya Pengawasan Orang Tua
Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam

melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribadi anak.
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Ditengah keluarga anak belajar mengenal mkna cinla-kasih,
simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan dan pendidikan
Keluarga menentukan  pad,
pembentukan watak dan kepribadian anak dan menjadi unjt

memberikan  pengaruh
sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi
perkembangan  anak.  Baik-buruknya  strukturkeluarga
memberikan dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa
dan jasmani.

Menurut Saim Marhadan®® dan beberapa ulama Kota
Palembang bahwa faktor yang menyebabkan lemahnya
pengawasan orang tua:

a. Rumah tangga
Bila rumah tangga terus menerus dipenuhi konflik yang
serius, menjadi retak dan akhimya menglami perceraian,
mzka mulailah serentetan kesulitan bagi semua anggota
keluarga, terutama anak-anak. Kemudian muncu.lah banyak
konflik batin dan kegalauan jiwani. Anak tidak bisa belajar
dengan tenang, tidak betah tinggal dirumah, selalu merasa
pedih-risau dan malu.untuk meluapkan semua itu sang anak
melampiaskan kemarahannya di luar keluarga. Merek?

menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau Igi mengenal

25 Ketua Majelis Ulama® Indonesia (MUI) Kota Palembang, pada tangg?!
25 Juli 2012
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an dan norma sosial, bertingkah laku semaunya sendiri,
atur

membuat onar di luar dan suka berkelahi.

_ Perlindungan lebih dari orang tua

Bila orang tua terlalu banyak melindungi dan memanjakan
anak-anaknya, menghindarkan mereka dari berbagai
kesulitan atau ujian hidup yang kecil, anak-anak pasti
menjadi rapuh dan tidak pemah sanggup belajar mandiri
dan mereka akan selalu bergantung pada bantuan orang tua.
Tanpa bantuan orang tua anak merasa lemah, hambar patah
semangat, takut secara berlebihan dan tidak berani berbuat
sesuatu. Mental dan kemauannya menjadi rapuh dan
berkembanglah ia menjadi “si anak agar-agar”, tanpa bisa
menemukan motivasi yang kuat untuk hidup. Sebagai
akibatnya, adakalanya anak melakukan identifikasi total
terhadap pemimpin gang dan secara tidak sadar danyut
terseret melakukan tindak ugal-ugalan serta suka berkelahi
untuk menyembunyikan kekerdilan hati dan kerapuhan jiwa

sendiri dalam kondisi batin putus-asa.

. Penolakan orang tua

Ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bisa memikul

tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Mereka ingin terus
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menerus  melanjutkan  kebiasaan hidup yang |
bersenang-senang sendiri seperti sebelum mereka men;:na’
Mereka tidak bertanggung jawab selaku orang dewasy da:'
orang tua. Anak-anaknya sendiri ditolak, dianggap Sebagar;
beban, sebagai hambatan dalam meniti karir mereka, Anak
mereka dianggap Cuma menghalang-halangi kebebasay
bahkan cuma merepotkan saja. Anak tidak pemap
merasakan ksih sayang, perhatian dan perlindungan orang
tua, dan meranalah hidup mereka. Anak-anak ini merasa
terhina dan menanam dendam kebencian kepada orang tua
dan sebagai akibat jauhnya juga mendendam terhadap
masyarakat luas. :

Pengaruh buruk dari oerang tua

Tingkah laku criminal, asusila (suka main perempuan,

korup, senang berjudi, sering mabuk-mabukan, kebiasaan
minum dan menghisab ganja-narkoba dan lain sebagainya)
dari orang tua atau dari sala seorang keluarga bias
memberikan pengaruh menulah atau infeksius kepada anak.
Situasi keluarga yang kisruh, kacau, acak-acakan, liar,
sewenang-wenang, main hakim sendiri, tanpa aturan dan
disiplin yang baik itu jelas sifatnya tidak mendidik, dan

tidak memunculkan iklim yang manusiawi. Anak secard

matis dan tidak sadar akan mengoper ada kebiasaan dan
oto

gkahlaku buruk oran
ak iut-ikutan menjadi sewenang-

f, suka menggunakan kekerasan

i g tua serta orang dewas yang
bertin
didekatnya- Sehingga an

wenang, liaf buas, agresl

dan perkelahian sebagai senjata penyelesaian.

Dari factor diatas bahwasanya tugas orang tua adalah mendidik

jap tingkah laku anak. Dan ini juga
merupaka suatu keawjiban bagi kepala keluar untuk menja
pada siksa didunia maupun di akhirat.

dan mengawasi set

keluarganya dari
a firman Allah didalam al-Qur’an yang berbunyi:

7., =k 2 LA EL S s - o gE .
K6 5 Laly il 13 gl ol G5

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

Sebagaiman

.............

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

manusia dan batu” (Q.S. at-Tahrim: 6)

b. Penanggulangan premanisme menurut pandangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang

Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan
premanisme di Kota Palembag harus dilakukan secara sinergis
dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.

Syariah Islam yang bersumber dari wahyu Allah Zat yang
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Maha Sempuma memiliki seperangkat aturap Sistemik

I . rnl

jika diterapkan secara utuh niscaya Premanisme ak
an

minimal bahkan hilang dari masyarakat.

yang
Sangay

Pertama, Islam mewsjibkan penguasa untuk memb
Mbina
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ketakwaan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan
pendidikan yang gartis baik formal maupun informg)
yang menjangkau semua lapisan masyarakat.
Dengan keimanan dan ketakwaan yang senantjasa
dipupuk maka dalam diri masyarakat terbentuk
kontrol diri yang kuat dan bisa menjadi benteng
menghalangi munculnya aksi premanisme.

Islam mewajibkan negara untuk menyediakan
lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Untuk itu Islam
memberikan sistem ekonomi yang bisa menjamin
terwujudnya hal itu. Sistem ekonomi Islam akan
menjamin distribusi harta di tengah masyarakat
secara adil dan merata. Dengan Sistem Ekonomi
Islam, negara akan memiliki dana yang lebih dari
cukup untuk menyediakan lapangan kerja dengan
membangun  berbagai

pembangunan.

proyek ekonomi dan

Diantaranya  karena  Islam

menetapkan kekayaan alam semisal tambang, migas

hutan dan lainnya sebagai milik umum yang harus

Ketiga,

dikelola oleh negara mewakili rakyat dan seluruh
hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Selain itu,
juga mewajibkan
terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu rakyat

Islam negara menjamin
baik pangan, papan dan sandang selain kebutuhan
dasar masyarakat baik pendidikan, kesehatan dan
keamanan.

Selain itu, dengan Sistem Ekonomi Islam, peluang
usaha akan terbuka lebar dan iklim usaha akan
kondusif. Sebab faktor penghambat ekonomi akan
hilang seperti biaya tinggi, administrasi berbelit,
pajak dan berbagai pungutan yang diharamkan oleh
Islam, riba dan penghambat ekonomi lainnya. Jika
masalahnya ada di permodalan maka negara akan
bisa memberikan bantuan modal karena syariah
memberikan sumber modal yang besar bagi négara. ;
Dengan menerapkan Sistem Ekonomi Islam, maka
faktor ekonomi sebagai salah satu faktor utama
munculnya premanisme bisa dihilangkan.

Sistem hukum dan sanksi yang memberikan efek
jera. Dalam hal ini Islam dengan tegas
mengharamkan seseorang meneror, mengintimidasi

atau mengancam orang lain. Nabi saw bersabda:
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Seorang Muslim tidak halal meneroy Muslim

S- lain. (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqj) e
iapa saja yang mengintimidasi, meneror
individu lain, ia telah melakukan tindak kej:l:l:anr.n:)niia:lcam
dijatuhi sanksi berupa ta’zir di mana bentuk dan kz:
sanksinya diserahkan kepada ijtihad qadhi. Tentu jika meneror
dan mengancam orang banyak, ia layak dijatuhi sanksi yang
berat.
Disemping itu, untuk tiap-tiap aksi kekerasan premanisme
syarizh juga menetapkan sanksi hukumnya secara spesifik. Jika
aksi premanisme itu menyebabkan cacat fisik maka di
dalamnya terdapat ketentuan diyat. Jika sampai membunuh
dengan sengaja maka sanksinya adalah gishash. Kecuali jika
ahli waris korban memaafkan, namun pelaku harus membayar
diyat. Begitupun jenis pembunuhan lainnya maka pelakunya
harus membayar diyat yaitu 100 ekor Unta atau 1000 dinar
(4250 gram emas atau Rp 9,35 miliar dengan kurs 1 Dinar=Rp
2,2 juta) untuk tiap orang korban terbunuh,
Jika aksi premanisme itu sampai dalam bentuk hirabah

(merampok) maka sanksinya seperti difirmankan oleh Allah
SWT:
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan  Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat
mereka mendapat siksaan yang besar. (QS al-Maidah :

33) )
Sanksi-sanksi hukum sesuai syariah itu akan bisa
membuat jera pelakunya dan mencegah orang lain melakukan
tindak kejahatan serupa. Masyarakat pun selamat dari aksi-aksi
premanisme dalam bentuk kekerasan dan tindakan kejahatan.
Wahai Kaum Muslim Jelas, hanya penerapan Syariah Islam
secara utuh yang akan bisa mengatasi premanisme secar tuntas.

Rasa aman akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Harapan
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kita agar masyarakat terbebas dari premanisme hendaknya ki
wujudkan dengan melipatgandakan dakwah dan Bt ita
untuk menerapkan syariah Islam secara utuh dalam bingkaig:ln
Khilafsh ‘ala minhaj an-Nubuwwah yang sekaligus itl;
merupakan bukti keimanan kita kepada Allah SWT.
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BABV 7
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:
1. A. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme
dalam kajian kriminologi
a. Politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat
utama untuk mencapai dan mempertahankan
kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat di tipu,
kepercayaan rakyat dikhianati,
b. Faktor Ekonomi
Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan
pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang
menganggur  dan  kehilangan penghaéilannya
cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-
teman yang menjadi pengangguran dan dengan
demikian lebih memungkinkan dirancang dan

dilakukannya suatu kejahatan.

c. Faktor penegak hukum
Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di
berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di

Indonesia yang sangat lemah
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B.Pcnanggulangan

premanisme menurut kajia
n

kriminologi melalui kegiatan pencegahan kejahaty
n
sepertic

1.

Pemanfastan masyarakat dan lembaga-lembaga yang
telah ada. (ini telah dilakukan oleh pemerintah antar,
lain siskamling)

Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam
disorganisasi sosial. (ini dapat ditangani oleh Dept,
Sosial, Depdiknas, Tenaga Kerja, Pramuka dan
sebagainya)

Penggalakkan penyuluhan Hukum dan Pemberian
Bantuzn Hukum

Cara-cara pencegahan ada yang bersifat langsung dan
tidak langsung seperti:
Secara langsung:

Pengamanan objek kriminalitas
Pemberian  pengawal/penjaga objek
kriminalitas

Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat
kriminal Perbaikan lingkungan yang merupakan
perbaikanstruktur
terjadinya kriminalitas

pada

sosial yang mempengaruhi

. Al

pencegahan hubungan-hubungan  yang dapat

menyebabkan kriminalitas.
Penghapusan  peraturan yang m
perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

elarang suatu

Secara tidak langsung:

Penyuluhan kesadaran hukum
Perbuatan peraturan yang melarang dilakukannya

suatu kriminalitas
Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan

seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan
sosialnya.

Penimbulan kesan adanya pengawasan/penjagaan
pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme

menurut pandangan MUI Kota Palembang :

a. Lemahnya Iman

Iman memiliki pengaruh signifikan dalam

meluruskan kepribadian seseorang dan
membersihkan dirinya dari kecenderungan pada
kebejatan atau kekejian. Ia menjadi stimulus terkuat

yang mendorong seseorang untuk menjauhi berbagai
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- bentuk perilaku kejahatan dan hal-ha) terlarang‘ di
samping menjadi motivator yan
untuk memperbanyak berbagai )t;enfukn:(e;gijg:kiahnya
kebaikan. ) " den

b. Lemahnya pengawasan orang tua
Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam
melaksanakan proses sosialisasi dan sivilisasi pribag;
anak. Ditengah keluarga anak belajar mengenal mkn,
cinta-kasih, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan
dan pendidikan. Keluarga memberikan pengaruh
menentukan pada pembentukan watak dan
kepribadian anak dan menjadi unit sosial terkecil
yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan
anak. Baik-buruknya strukturkeluarga memberikan
dampak baik atau buruknya perkembangan jiwa dan

jasmani.

B. Penanggulangan premanisme menurut pandangan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang
Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan
premanisme di Kota Palembag harus dilakukan secara
sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat
penegak hukum.
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